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MOTTO 

                         

               ........ 

Artinya : “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa 

nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan 

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) 

ada qishas (balasan yang sama) ....” (QS. Al-Maidah [5]: 45)
1
  

 

  

                                                           
1
 Agus Hidayatullah, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 115. 



 

 

v 
 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kehadirat Allah SWT 

karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya telah memberikan kemudahan dan 

kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena syafaat beliau saya bisa 

berbesar hati dengan segala keadaan yang mengiringi langkah dalam proses 

pengerjaan skripsi ini. Izinkan saya dengan segala kerendahan hati untuk 

mempersembahkan skripsi ini kepada pihak yang telah berkenan untuk hadir dan 

membantu dalam cerita saya menulis skripsi, yaitu :  

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sugeng Pamuji dan Ibu Siti Fatonah 

yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujud lima waktu dan sunnahnya, 

yang telah memberikan semangat, mendukung, serta memberikan motivasi 

kepada saya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Skripsi ini sebagai tanda 

bukti, rasa hormat saya, dan rasa terima kasih yang tak tehingga.  

2. Adik- adik saya Moch Dwi Wijanarko dan Trias Resti Pamuji, terima kasih 

telah memberi semangat dan selalu mendoakan selama ini.  

3. Keluarga besar Program Studi Hukum Pidana Islam 2 angkatan 2018. 

Menjadi suatu hal yang sangat berharga dalam hidup saya bisa mengenal dan 

berteman dengan orang-orang hebat dikelas Hukum Pidana Islam 2 selama 4 

tahun. 

4. Kampus Merdeka dan Kampus Hijau Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember, terima kasih telah menjadi wadah pendidikan saya 

dalam menimba ilmu tingkat Sarjana. Seluruh civitas akademika Fakultas 

Syariah, terimakasih telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.  

 

  



 

 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Dengan 

Ridho-Nya, penulis bisa sampai pada titik ini dengan penuh keikhlasan dan 

kesabaran dalam melewatinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah 

limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang memberi kita suri 

tauladan untuk menjadi lebih baik.  

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelaku 

Pembunuhan Disertai Mutilasi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura 

Nomor 10/PID/2020/PT JAP” telah diselesaikan untuk memenuhi dan 

melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum 

Pidana Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember. 

Penulis dalam menyusun skripsi ini telah memperoleh beragam support 

serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas 

Syariah. 

3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Koordinator Program Studi Hukum 

Pidana Islam. 



 

 

vii 
 

4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

mendampingi dan memberikan arahan kepada saya dalam proses penulisan 

skripsi ini. 

5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dari semester awal hingga 

selesainya skripsi ini. 

6. Seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember. 

7. Terimakasih kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan yang baik dan 

menyediakan beberapa referensi buku sebagai ruang baca dan sumber 

informasi bagi penulis.  

8. Kedua orang tua Bapak Sugeng Pamuji dan Ibu Siti Fatonah yang selalu 

mendoakan putrinya dan selalu memberikan dukungan tiada henti.  

9. Sahabat yang sudah seperti keluarga bagi saya,Yuni Mazhruroh terimakasih 

sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan segala keluh kesah, selalu 

memberikan semangat dan motivasi untuk saya.  

10. Teman-Teman Program Studi Hukum Pidana Islam angakatan 2018 yang 

menjadi teman seperjuangan selama saya menempuh pendidikan di jenjang 

perkuliahan ini. 

11. Seluruh pihak yang memiliki kontribusi baik dengan mendukung dan 

memberikan bantuan dalam pembuatan skripsi ini.  



 

 

viii 
 

Semoga seluruh dukungan dan doa-doa yang dipanjatkan mendapat 

imbalan dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena 

itu, penulis dengan besar hati menerima saran dan sanggahan untuk perbaikan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik terutama 

dalam menambah khazanah keilmuan terutama pada aspek Hukum Pidana Islam.  

 

 

 

Jember, 7 September 2022 

 

 

 

 

Penulis  

  

 

 

 

  



 

 

ix 
 

ABSTRAK 

Fiddy Yeni Alfianti, 2022: Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelaku 

Pembunuhan Disertai Mutilasi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura 

Nomor 10/PID/2020/PT JAP.   

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Mutilasi, Putusan Pengadilan  

Putusan hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada perkara No. 

10/PID/2020/PT JAP terhadap penjatuhan sanksi pada pelaku pembunuhan 

disertai mutilasi belum bisa memenuhi unsur keadilan bagi korban, dan sanksi 

yang diberikan belum sesuai dengan fakta persidangan. Diperlukan analisis 

yuridis dalam menentukan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku pembunuhan 

mutilasi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura agar menjadi evaluasi putusan 

bagi hakim. 

 Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana dasar 

pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara pidana 

pebunuhan yang disertai mutilasi berdasarkan putusan No. 10/PID/2020/PT JAP? 

2) Bagaimana analisis yuridis pemberian sanksi pidana pelaku pembunuhan yang 

disertai mutilasi berdasarkan putusan No. 10/PID/2020/PT JAP? 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan 

menjelaskan dasar pertimbangan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan 

Tinggi Jayapura dalam memutus perkara pidana pebunuhan yang disertai mutilasi 

berdasarkan putusan No. 10/PID/2020/PT JAP. 2) Untuk menjelaskan dan 

menganalisis pemberian sanksi pidana pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi 

berdasarkan putusan No. 10/PID/2020/PT JAP. 

 Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan 

pendekatan analisis kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan 

konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau 

penelitian pustaka dengan menggunakan sumber data melalui putusan hakim, 

buku, jurnal, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti.  

 Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) Dasar pertimbangan 

hukum Hakim di Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memeriksa dan mengadili 

perkara pidana Nomor 10/PID/2020/PT JAP menjerat pelaku dengan Pasal 338 

KUHP dan hukuman 15 tahun penjara. Karena melihat kondisi Terdakwa saat 

melakukan pembunuhan yang dalam pengaruh minuman keras dan dalam kondisi 

yang sangat marah kepada korban, maka dalam tingkat banding Hakim 

Pengadilan Tinggi Jayapura membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri 

Serui yang menjerat pelaku dengan pasal 340 KUHP dan hukuman penjara 

seumur hidup. 2) Analisis yuridis yang penulis lakukan berdasarkan putusan 

Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PID/2020/PT JAP, bahwa pembunuhan 

yang disertai mutilasi dan pembunuhan biasa jelas merupakan dua hal yang 

berbeda, maka dari segi hukuman atau sanksi yang diberikan harus dibedakan 

juga. Seharusnya tindak pidana mutilasi mendapat pengaturan khusus yang 

pelaksanaannya harus dituangkan dalam produk hukum yang berupa Undang-

Undang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Negara Indonesia 

semakin meningkat seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dan 

industri yang semakin pesat. Kejahatan yang terjadi seperti tindak pidana 

kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga tindak pidana pembunuhan sebagai 

bentuk dari kenyataan sosial. Adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup ditengah pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat menjadi salah satu 

alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana 

merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang apabila 

dilanggar dapat dikenakan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi 

siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2
   

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, tindak pidana 

pembunuhan dan penganiayaan juga mengalami perkembang dengan bentuk 

yang kian beragam dalam modus operandi yang dilakukan. Pembunuhan 

dilakukan dengan cara yang keji dan sadis, mulai dari disiksa atau bahkan 

dilecehkan, membakar tubuh korban, bahkan dengan cara mutilasi yakni 

dengan memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutilasi adalah proses atau tindakan 

dengan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.
3
 

                                                           
2
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineke Cipta, 2008), 54 

3
  https://kbbi.web.id/mutilasi diakses tanggal 4 Agustus 2021. 
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Pembunuhan dengan cara mutilasi ini merupakan suatu perbuatan yang 

sangat sadis bukan hanya menghilangkan nyawa korban akan tetapi juga 

memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian sehingga ada 

kesulitan dalam mengidentifikasi korban.
4
 Pembunuhan mutilasi dilakukan 

dengan memotong-motong tubuh korban dikarenakan adanya rasa tidak puas 

yang dimiliki pelaku jika melihat korban tidak menderita.  

Tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dikategorikan kedalam 

penganiayaan berat berencana. Apabila penganiayaan tersebut menyebabkan 

hilangnya nyawa orang lain, maka pelaku akan dikenakan hukuman/sanksi 

yang dilihat dari fakta-fakta yang terjadi di tempat kejadian.
5
 Pasal yang 

sering digunakan sebagai dasar hukum tindak pidana pembunuhan dengan 

mutilasi ialah Pasal 338, 340, dan Pasal 351 KUHP dengan sanksi maksimal 

hukuman mati.  

Kasus pembunuhan disertai mutilasi tak banyak terungkap ke publik. 

Hal ini dikarenakan sulitnya mengidentifikasi tubuh korban yang telah 

dimutilasi sehingga bagian-bagian tubuhnya dibuang ke tempat yang berlainan 

dengan tujuan untuk menghilangkan bukti-bukti. Pembunuhan yang disertai 

mutilasi tergolong symptomatic murder berdasarkan teori abrahamsen, 

pembunuhan dilakukan sebab terjadinya konflik jiwa. Inner conflict 

merupakan konflik yang disebabkan karena kebeencian terhadap orang lain.
6
 

                                                           
4
 Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 113 

5
 Amsori, “Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana (Islam)”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 

No. 2 (Maret 2016): 76 
6
 Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, (Bandung: Unpad Press, 2004), 31.  
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Pembunuhan yang disertai mutilasi dalam Islam digolongkan kedalam 

pembunuhan dengan sengaja. Karena tidak mungkin bagi seseorang 

memotong-motong (mutilasi) tubuh dengan tidak sengaja, pasti di dalamnya 

ada unsur kesengajaan. Hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran dan 

merupakan kejahatan yang sanksinya adalah wajib di qishas. Allah SWT 

memberikan yang setimpal bagi pelaku pembunuhan dengan cara di qishas, 

seperti firman Allah dalam Al-Qur’an sebagai berikut : 
7
 

Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 178 :
8
 

                             

                                

                            

       

 

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu 

(melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang 

dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya 

dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa 

yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya 

dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya 

dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah keringanan 

dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, 

maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. 

 

Allah menurunkan Surah Al-Baqarah ayat 178 untuk memberi 

penjelasan tentang hukuman qishas agar setiap umat manusia tidak semena-

                                                           
7
 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 89, 

https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pidana_Islam/Ob-

NDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pembunuhan+dalam+islam&printsec=frontcover 
8
 https://quran.kemenag.go.id/surah/2/178 diakses tanggal 20 Agustus 2022. 

https://quran.kemenag.go.id/surah/2/178
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mena melakukan tindakan pembunuhan yang di selimuti dengan hawa nafsu.  

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan bahwa wajib hukumnya qishash 

bagi seseorang yang dengan sengaja membunuh seorang yang beriman. 

Seseorang yang membunuh wajib di hukum qishash tanpa perlu membedakan 

antara derajat manusia.  

Semua jenis tindak pidana yang terjadi di Indonesia harus diadili 

melalui pengadilan untuk menentukan putusan hakim bagi pelaku. Dalam 

KUHAP di definisikan Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang 

diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas 

atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 

diatur dalam Undang-Undang.
9
 Pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan 

harus cermat dan teliti. Hakim juga harus menggali fakta-fakta yang ada 

dalam persidangan sehingga dapat membuktikan apakah pembunuhan tersebut 

masuk ke dalam pembunuhan biasa yang dilakukan dengan spontan untuk 

memutilasi korban, atau sebagai tindak pidana pembunuhan mutilasi yang 

telah direncanakan terlebih dahulu untuk memutilasi korban.  

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX belum ada 

aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dengan 

mutilasi. Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah tentang kepastian hukum 

dan keadilan bagi masyarakat. Banyaknya kasus pembunuhan disertai mutilasi 

memiliki perbedaan pendapat tentang sanksi hukumnya, karena dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana belum diatur secara jelas mengenai 

                                                           
9
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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pembunuhan yang disertai mutilasi. Sehingga dalam penjatuhan sanksi 

terhadap pelau tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi dikenakan 

Pasal yang menggolongkan beberapa perbuatan terhadap nyawa, yaitu Pasal 

338 tentang pembunuhan biasa, Pasal 339 pembunuhan berat, dan Pasal 340 

tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati.
10

 

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang  

disertai mutilasi akan menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku. Semua orang 

yang diadili dan dihukum harus diperlakukan secara adil (fair) berdasarkan 

tindakan yang telah dilakukan. Yang artinya dalam proses penegakan hukum 

harus melalui proses hukum yang adil dengan tidak membedakan yang satu 

dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka proses 

penegakan hukum yang adil (fair) mutlak dijamin dengan memperlakukan 

secara sejajar di hadapan hukum (on equal footing).
11

 

Dalam perkara pembunuhan yang disertai mutilasi dalam putusan 

Pengadilan Tinggi Jayapura dengan nomor 10/PID/2020/PT JAP, telah terjadi 

kasus pembunuhan yang disertai mutilasi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 

2019 pada pukul 20.30 WIT di Kelurahan Serui. Kasus terjadi karena korban 

menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual. Terdakwa 

marah karena ajakannya diabaikan oleh korban. Karena amarah tersebut, 

Terdakwa menikam korban menggunakan pisau dan memutilasi menggunakan 

parang. Terdakwa memasukkan beberapa bagian tubuh korban kedalam 4 

kantung plastik dan dibuang ke tempat yang berbeda. Tujuan Terdakwa 

                                                           
10

 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), 33-34.  
11

 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), 125.  
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melakukan tindakan pidana mutilasi karena takut ketahuan dan untuk 

menghilangkan bukti pembunuhan yang telah dilakukan. Akibat perbuatan 

yang dilakukan, putusan hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan 

putusan nomor 10/PID/2020/PT JAP memberikan sanksi pidana kepada 

pelaku dengan hukuman penjara selama 15 tahun karena telah terbukti 

melanggar pasal 338 KUHP.
12

 

Dalam suatu penelitian hukum perlu adanya isu hukum yang harus 

dipecahkan. Sama halnya dengan penelitian yang bukan termasuk penelitian 

hukum, isu hukum setara dengan permasalahan yang harus dijawab. Isu 

hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum 

sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya. Isu hukum 

muncul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu 

yang lainnya.
13

 Apabila ada suatu kesalahan dalam mengidentifikasi dan 

memecahkan isu hukum, maka hal tersebut akan menimbulkan terganggunya 

rasa keadilan secara yuridis atau paling tidak berkurangnya kepastian hukum.  

Penemuan hukum adalah konsentrasi, kristalisasi atau individualisasi 

peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa 

kongkret (das sein). Das Sollen merupakan apa yang seharusnya diungkap 

sebagai fakta hukum oleh para ahli hukum dalam tataran teoritik (law in the 

books) yaitu hukum dalam bentuk yang seharusnya. Sedangkan Das Sein lebih 

kepada hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (law in 

                                                           
12

 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura 

Nomor 10/PID/2020/PT JAP.  
13

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2005), 95. 
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action). Dalam kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi 

Jayapura, bahwa terdakwa diberikan sanksi hukuman penjara selama 15 tahun. 

Apabila dilihat dari fakta yang terjadi di tempat terjadinya peristiwa, terdakwa 

sebelumnya memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual namun 

korban tidak mau. Karena hal tersebut yang membuat terdakwa emosi 

sehingga membunuh sampai memutilasi korban.  

Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk 

menciptakan ketertiban dan keadilan. Apabila tujuan hukum tidak terpenuhi 

akan menimbulkan terganggunya rasa keadilan secara yuridis atau bisa 

menimbulkan berkurangnya kepastian hukum. Belum adanya aturan atau pasal 

yang mengatur tentang pembunuhan yang disertai mutilasi dapat 

menimbulkan kurangnya kepastian hukum dalam masyarakat.
14

 Seperti pada 

kasus Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PID/2020/PT JAP, terdakwa 

hanya dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.  

Fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa sebelum 

membunuh mengajak korban untuk melakukan hubungan seksual, lalu 

membunuhnya dan memutilasi dengan memotong-motong tubuh korban 

dengan maksud untuk menghilangkan bukti pembunuhan. Kurangnya bentuk 

keadilan yang diterima oleh korban berserta keluarganya. Sehingga dalam 

putusan hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memberikan sanksi hukum 

kepada terdakwa belum sepadan dengan tindakan yang telah dilakukan.  

                                                           
14

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 96. 
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Dalam putusan ini, Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura belum 

menerapkan asas lex specialis derogat lex generalis artinya asas penafsiran 

hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Karena dalam 

perkara ini, yang menjadi korban adalah anak dibawah umur. Hakim 

mengesampingkan dakwaan alternatif ketiga dari jaksa penuntut umum yang 

menyebutkan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU 

RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Undang. Apabila dilihat dari perkara ini, seharusnya hakim juga 

mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum ini karena korban adalah 

anak dibawah umur.  

Putusan hakim Pengadilan Tinggi Jayapura belum bisa memenuhi 

unsur keadilan bagi korban dan keluarganya. Sanksi yang diberikan kepada 

Terdakwa perlu dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap. 

Diperlukan adanya analisis yuridis terhadap sanksi pidana yang harus 

diberikan kepada pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi berdasarkan 

putusan hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dengan nomor 10/PID/2020/PT 

JAP agar menjadi evaluasi pada putusan hakim berdasarkan peristiwa 

kongkret yang terjadi. Dalam beberapa kasus yang sama tentang pembunuhan 

yang disertai mutilasi, pemberian sanksi kepada pelaku berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan belum adanya aturan atau pasal yang mengatur secara khusus 
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tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi. Adanya kekosongan 

hukum ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, agar kasus serupa tidak 

terjadi dan masyarakat perlu mendapat kepastian hukum untuk menciptakan 

keadaan aman dan nyaman di lingkungannya.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih dalam tentang pembunuhan yang diawali dengan penghilangan 

nyawa seseorang dengan sengaja dan/atau direncanakan kemudian diakhiri 

dengan tindakan mutilasi serta bagaimana seharusnya sanksi yang harus 

diterapkan pada kasus tindak pidana mutilasi berdasarkan pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara pembunuhan yang disertai mutilasi. Sehingga penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis 

Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pembunuhan Disertai Mutilasi 

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pid/2020/PT JAP”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu adanya 

permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih jelas serta mencapai apa 

yang diinginkan. Sehingga perlu disusun rumusan masalah. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam proposal 

skripsi ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Jayapura 

dalam memutus perkara pidana pebunuhan yang disertai mutilasi 

berdasarkan putusan No. 10/PID/2020/PT JAP? 
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2. Bagaimana analisis yuridis pemberian sanksi pidana pelaku pembunuhan 

yang disertai mutilasi berdasarkan putusan No. 10/PID/2020/PT JAP? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian digunakan untuk menemukan dan 

mengembangkan pengetahuan. Dari fokus penelitian tersebut memunculkan 

beberapa tujuan yang akan menjadi target dari penelitian. Tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim 

Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara pidana pebunuhan 

yang disertai mutilasi berdasarkan putusan No. 10/PID/2020/PT JAP. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pemberian sanksi pidana pelaku 

pembunuhan yang disertai mutilasi berdasarkan putusan No. 

10/PID/2020/PT JAP. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah menyelesaikan penelitian. Kegunaannya berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi, 

dan masyarakat. Selain itu manfaat penelitian ini harus realistis.  

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

teori tentang sanksi pidana yang disertai mutilasi serta beberapa ilmu 

pengetahuan di bidang hukum terhadap pelaku pembunuhan yang disertai 

mutilasi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan landasan 
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hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pelaku 

pembunuhan yang disertai mutilasi.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk memperluas pengetahuan serta mengetahui tentang teori 

sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang disertai 

mutilasi sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

b. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk beragumentasi hukum dan mengembangkan 

pengetahuan mahasiswa tentang saksi pidana terhadap pelaku 

pembunuhan yang disertai mutilasi melalui hukum positif dan dasar 

pertimbangan hukum hakim. 

c. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan 

yang dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang 

pentingnya menjaga tali silaturahmi dengan sesama dan selalu hidup 

rukun di lingkungan masyarakat. 

d. Bagi Praktisi Hukum 

Bagi praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam memutuskan suatu 

perkara pidana terutama dalam memberikan sanksi pidana pelaku 

pembunuhan yang disertai mutilasi. 
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E. Definisi Istilah  

1. Sanksi Pidana  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi merupakan 

tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang 

menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. 
15

  Sedangkan 

pengertian pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai kejahatan yang meliputi tentang pembunuhan, perampokan, 

korupsi dan lain sebagainya.
16

 Sanksi pidana dijadikan sebagai hukuman 

bagi seseorang yang melanggar aturan hukum dan mencegah masyarakat 

untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. 

2. Pembunuhan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembunuhan 

berasal dari kata bunuh yang memiliki arti mematikan dengan sengaja.
17

 

Pengertian pembunuhan dalam hukum pidana diartikan sebagai kejahatan 

terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam Bab XIX Buku II Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tindak pidana 

pembunuhan dimasukkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa.  

3. Mutilasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mutilasi adalah proses 

atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. 

                                                           
15

 https://kbbi.web.id/sanksi diakses pada tanggal 28 Juli 2022.  
16

 https://kbbi.web.id/pidana diakses pada tanggal 28 Juli 2022. 
17

 https://kbbi.web.id/bunuh diakses pada tanggal 4 Agustus 2021. 

https://kbbi.web.id/sanksi
https://kbbi.web.id/pidana
https://kbbi.web.id/bunuh
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Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh 

manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
18

  

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disingkat KUHP 

merupakan peraturan perundang-undangan yang mejadi dasar hukum 

pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berasal dan 

dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang dulunya dikenal dengan 

nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie.  

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun dalam tiga buku. 

Buku pertama berisi tentang aturan umum, buku kedua mengatur tentang 

kejahatan, dan buku ketiga mengatur tentang pelanggaran. Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana ini digunakan sebagai pedoman aturan hukum 

pidana di Indonesia. 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan di dalamnya berisikan tentang deskripsi alur 

pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. 

Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh dan sesuai dengan langkah 

serta urutannya layaknya sebuah penelitian yang diperlukan untuk 

kepentingan penulisan, juga mempermudah audiens untuk mencermati. 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut : 

  

                                                           
18

 https://kbbi.web.id/mutilasi diakses pada 2 Juli 2022. 

https://kbbi.web.id/mutilasi
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BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, 

fokus penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri atas dua 

sub bab lagi yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. Terdapat 

definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA   

Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang didalamnya 

mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan erat dengan 

masalah yang akan diteliti yaitu menganalisis putusan hukum hakim 

pengadilan tinggi tentang sanksi pidana pelaku pembunuhan disertai mutilasi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian 

yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.  

BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran 

umum dari penelitian yang dibahas yakni dasar pertimbangan hukum hakim 

dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan mutilasi serta 

analisis yuridis terkait putusan hakim tentang sanksi yang diberikan kepada 

pelaku pembunuhan mutilasi. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dibahas terkait kesimpulan dari hasil studi dan metode 

studi yang peneliti sebutkan sebelumnya dan peneliti lakukan serta saran 
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sebagai masukan bagi permasalahan yang ada. Kesimpulan dari semua 

pembahasan studi peneliti dan saran yang mengandung pada karya studi ini 

yang pada akhirnya dapat berguna bagi peneliti dan pihak lain. 



 

16 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasan, baik pada penelitian yang sudah terpublikasikan atau 

belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertai, artikel jurnal ilmiah, dan 

sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai 

sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.
19

 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian ini, antara lain :  

1. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Fatah (12340089), Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  Yogyakarta. Judul 

Skripsi “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Kasus 

Pembunuhan Dengan Mutilasi (Studi Kasus Putusan No.220-K/PM.III-

12/AD/XI/2010/PM.Surabaya dan Putusan No.101/PID.B/2011/PN.Pare-

pare)”.  

Skripsi ini menjelaskan tentang analisa pertimbangan hakim dalam 

pembunuhan mutilasi bahwa dalam memutuskan suatu hukuman atau 

sanksi harus terbentuk suatu keadilan dan tidak memihak pada siapapun. 

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). 

                                                           
19

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, (Jember: IAIN Jember, 2020), 

102.  
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Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan, pendekatan analisi kasus, dan pendekatan konseptual.  

Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis 

adalah dasar pertimbangan huku hakim dalam memutuskan sanksi pidana 

bagi pelaku pembunuhan mutilasi dengan berlandaskan pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana untuk menciptakan suatu keadilan dan 

kepastian hukum dalam masyarakat.  

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh 

penulis adalah terletak pada perbandingan kasus. Penelitian ini tentang 

studi kasus dua putusan pengadilan tentang pemberian sanksi terhadap 

pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi. Karena dalam dua putusan 

pengadilan tersebut terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana 

terhadap pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi. Sedangkan dalam 

penelitian yang akan penulis teliti, hanya terfokus pada satu putusan 

pengadilan saja untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim 

dalam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disertai mutilasi.  

2. Skripsi yang ditulis oleh Mgs Ahmad Farhan S.(502013252), Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Judul Skripsi “Sanksi 

Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi”.  

Skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan 

terjadinya pembunuhan yang disertai mutilasi serta menjelaskan sanksi 

pidana bagi pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi. Dalam penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian langsung yang 
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dilakukan dengan cara meneliti lapangan dengan mewawancarai pihak 

yang berkompeten yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis empiris karena menggunakan 

pendekatan undang-undang dan penelitian langsung melalui wawancara 

serta observasi kepada pihak yang berkompeten di Pengadilan Tinggi 

Palembang.  

Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh 

penulis terletak pada sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku 

pembunuhan yang disertai mutilasi dengan berlandaskan pada aturan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan penelitian ini dengan yang 

akan penulis teliti adalah dalam penelitian ini tidak membahas mengenai 

dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana, melainkan 

menganalisa sanksi pidana pelaku pembunuhan mutilasi secara umum dan 

tidak berdasarkan studi kasus putusan pengadilan.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Andreas Cassiga Tampubolon, Fakultas Hukum. 

Judul Jurnal “Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Mutilasi 

Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 

05/Pidsus.Anak/2014/PN.Siak dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru 

Nomor 01/Pidsus Anak/2014/PT PBR”.  

Skripsi ini membahas mengenai pembunuhan disertai mutilasi 

terhadap anak serta menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara pidana dan menjatuhkan sanksi pidana. Metode 
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penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif 

dengan pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undang. 

Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah 

membahas dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara dan memberi sanksi pidana kepada pelaku pembunuhan mutilasi 

untuk menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat. Perbedaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyeknya, yakni 

dalam penelitian ini anak-anak sebagai subyek hukumnya, maka hakim 

dalam memutuskan suatu hukuman juga harus memperhatikan hak anak 

yang berhadapan dengan hukum.  

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syafrindo (2.51.54.049) Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Judul Skripsi 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut 

Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.  

Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi hukum pembunuhan dengan 

cara mutilasi menurut hukum positif dan sanksi hukum pembunuhan 

dengan cara mutilasi menurut hukum pidana Islam. Metode penelitian 

dalam skripsi ini adalah normatif dengan jenis penelitian kepustakaan 

(library reasearch). Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan 

pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual.  

Persamaan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah 

mengetahui dan menganalisis sanksi yang tepat diberikan kepada pelaku 

pembunuhan yang dilakukan dengan mutilasi. Perbedaan dalam penelitian 



20 
 

 

ini dengan penelitian penulis yakni tidak menggunakan dasar 

pertimbangan hakim atau tidak menggunakan studi putusan pengadilan 

dalam menganalisis sanksi pidana pembunuhan dengan cara mutilasi. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Dian Claudia Manik (02011281621160) Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya. Judul Skripsi “Analisis Pertimbangan 

Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi yang 

Dilakukan Anggota TNI (Studi Putusan Nomor 220-K/PM.III-

12/AD/XI/2010/PM.Surabaya)”.  

Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim 

Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memutus perkara pidana 

pembunuhan disertai mutilasi dan penerapan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. 

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan perundang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan 

konseptual.  

Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti penulis adalah 

membahas mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan 

yang disertai mutilasi berdasarkan hasil dasar pertimbangan hakim. 

Perbedaan dari skirpsi ini yaitu kasus pembunuhan mutilasi yang 

dilakukan oleh oknum TNI dan diproses pada Pengadilan Militer.  
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Zainal Fatah 

(UIN Sunan 

Kalijaga  

Yogyakarta, 

2016) 

Analisis Terhadap 

Pertimbangan 

Hakim Dalam 

Kasus 

Pembunuhan 

Dengan Mutilasi 

(Studi Kasus 

Putusan 

No.220/AD/XI/20

10/PM Surabaya 

dan Putusan No. 

101/Pid.B/2011/P

N Pare-Pare) 

1. Menggunakan dasar 

pertimbangan hakim 

dalam memutuskan 

sanksi pidana pelaku 

pembunuhan mutilasi 

dengan berlandaskan 

KUHP dengan 

perbandingan dua 

putusan. 

2. Menggunakan metode 

penelitian yuridis 

normatif dengan jenis 

penelitian pustaka 

(library research).  

3. Pendekatan penelitian 

adalah pendekatan 

perundang-undangan, 

pendekatan kasus, dan 

pendekatan 

konseptual. 

1. Fokus pada 

satu putusan 

pengadilan 

saja. 

2. Tidak 

menggunakan 

studi kasus dua 

putusan 

pengadilan 

untuk 

melakukan 

perbandingan 

terhadap 

sanksi pidana 

pelaku 

pembunuhan 

mutilasi.  

 

2. Mgs Ahmad 

Farhan S. 

(Univ. 

Muhammadi

yah 

Palembang, 

2017) 

Sanksi Pidana 

Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana 

Pembunuhan 

Disertai Mutilasi 

1. Membahas sanksi 

pidana yang diberikan 

kepada pelaku 

pembunuhan mutilasi 

dengan berdasarkan 

pada KUHP. 

1. Menganalisa 

sanksi pidana 

pelaku 

pembunuhan 

mutilasi secara 

umum, bukan 

melalui studi 

putusan 

pengadilan. 

2. Menggunakan 

jenis penelitian 

empiris atau 

penelitian 

langsung. 

3. Pendekatan 

pada penelitian 

ini adalah 

yuridis empiris  

3. Andreas 

Cassiga 

Tampubolon 

(Univ. 

Disparitas Putusan 

Hakim Dalam 

Tindak Pidana 

Mutilasi Terhadap 

1. Menganalisis 

pertimbangan hakim 

dalam memberi sanksi 

pidana kepada pelaku 

1. Menggunakan 

perbandingan 

dua putusan 

pengadilan. 
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Muhammadi

yah 

Palembang, 

2015) 

Anak (Studi Kasus 

Putusan 

Pengadilan Negeri 

Siak Nomor 

05/Pidsus.Anak/20

14/PN.Siak dan 

Putusan 

Pengadilan Tinggi 

Pekanbaru Nomor 

01/Pidsus 

Anak/2014/PT 

PBR) 

pembunuhan mutilasi. 

2. Penelitian hukum 

yuridis normatif 

dengan pendekatan 

kasus, dan pendekatan 

perundang-undangan. 

 

4. Ahmad 

Syafrindo 

(UIN 

Sumatera 

Utara, 2020) 

Tinjauan Yuridis 

Terhadap 

Pembunuhan 

Dengan Cara 

Mutilasi Menurut 

Hukum Positif dan 

Hukum Pidana 

Islam 

1. Mengetahui dan 

menganalisis sanksi 

yang tepat diberikan 

kepada pelaku 

pembunuhan yang 

dilakukan dengan 

mutilasi 

2. Metode penelitian 

normatif dengan jenis 

penelitian 

kepustakaan. 

3. Pendekatan 

perundang-undang 

dan pendekatan 

konseptual. 

1. Tidak 

menggunakan 

studi putusan 

pengadilan 

dalam 

menganalisis 

sanksi pidana 

pembunuhan 

dengan cara 

mutilasi 

2. Tanpa 

menggunakan 

pendekatan 

kasus.  

5. Dian Claudia 

Manik 

(Universitas 

Sriwijaya, 

2020) 

Analisis 

Pertimbangan 

Hakim Dalam 

Tindak Pidana 

Pembunuhan 

Disertai Mutilasi 

yang Dilakukan 

Anggota TNI 

(Studi Putusan 

Nomor 220-

K/PM.III-

12/AD/XI/2010/P

M.Surabaya) 

1. Membahas mengenai 

penerapan sanksi 

pidana bagi pelaku 

pembunuhan yang 

disertai mutilasi 

berdasarkan hasil 

dasar pertimbangan 

hakim. 

2. Penelitian hukum 

normatif. 

3. Pendekatan penelitian 

perundang-undang, 

pendekatan kasus, dan 

pendekatan 

konseptual. 

1. Kasus 

pembunuhan 

mutilasi yang 

dilakukan oleh 

oknum TNI 

dan di proses 

pada 

Pengadilan 

Militer. 
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B. Kajian Teori 

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses 

penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai 

rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat menggunakan teori 

kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk 

memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang 

satu dengan yang lainnya. Misalnya, antara keterangan saksi yang satu 

dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara 

keterangan saksi dengan alat bukti lain. Penyataan tersebut sesuai dengan 

Pasal 184 KUHAP.  

Dalam menjatuhkan pidana majelis hakim menggunakan 

pertimbangan yang bersifat yuridis atau pertimbangan non-yuridis.
20

 

a. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan 

hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam 

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang 

harus ada di dalam suatu putusan.
21

 Pertimbangan yang bersifat yuridis 

diantaranya adalah : 

1) Dakwaan jaksa penuntut umum 

2) Tuntutan pidana 

                                                           
20

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 22.  
21

 Nurhafifah dan Rahmiati, “Kanun Jurnal Ilmu Hukum”, Pertimbangan Hakim dalam 

Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, No.66, (Mei 

2015), 347.  
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3) Keterangan saksi 

4) Keterangan terdakwa 

5) Barang bukti 

6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

b. Pertimbangan Non-Yuridis 

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan 

putusan juga menggunakan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. 

Pertimbangan yuridis belum cukup tanpa ditopang dengan 

pertimbangan non-yuridis yang bersifat, sosiologis, psikologis, dan 

kriminologis.  

Hakim dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, 

harus mempertimbangakan beberapa teori atau aspek yang 

diantaranya:
22

 

1) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana 

Kesalahan disini memiliki arti yang luas, yaitu dicelanya 

pelaku tindak pidana tersebut. Untuk menentukan adanya 

kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, 

yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat 

adalah hakim.  

  

                                                           
22

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, 24. 
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2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana 

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan 

tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja 

melawan hukum.  

3) Cara melakukan tindak pidana 

Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut memiliki unsur 

yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana 

tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan 

si pelaku melawan hukum.
23

 

4) Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat didefinisikan dengan melihat rasa bersalah, 

rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan 

tersebut. 

5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi 

Belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apapun, 

berasal dari keluarga baik-baik, tergolong masyarakat dengan 

kalangan kelas bawah merupakan hal penting yang mempengaruhi 

putusan hakim. 

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 

Saat dimintai keterangan atas kejadian yang dilakukan, 

pelaku menjelaskan tidak berbelit-belit dan ia menerima serta 

mengakui kesalahannya serta menjawab pertanyaan yang diajukan 

                                                           
23

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, 25.  
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oleh hakim dengan mengakui semua perbuatannya dan berkata 

jujur.  

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan 

Pengaruh pidana memiliki tujuan yaitu membuat jera 

kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku 

agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, memasyarakatkan 

pelaku dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya 

orang yang lebih baik dan berguna. 

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan 

pelaku 

Masyarakat menilai dalam suatu tindak pidana, tindakan 

pelaku merupakan perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, wajar 

apabila pelaku dijatuhi hukuman agar pelaku mendapat balasan dan 

menjadikan pelajaran untuk tidak melaukan perbuatan yang dapat 

merugikan diri sendiri dan orang lain. 
24

 

2. Teori Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil yang dalam bahas Inggris disebut 

“justice” sedangkan dalam bhasa Belanda disebut “rechtaarding”. Adil 

diartikan dapat diterima secara objektif.
25

 Keadilan pada dasarnya adalah 

suatu konsep yang relative, artinya tidak sama. Adil menurut satu belum 

tentu adil bagi yang lainnya, artinya seseorang menegaskan bahwa ia 

melakukan keadilan hal itu tentu harus relevan dengan ketertiban umum 

                                                           
24

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan, 29. 
25

 Halim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, (Jakarta: 

PT Rajagrafindo Persada, 2014), 25.  
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dimana skala keadilan diakui.
26

 Keadilan merupakan salah satu tujuan dari 

hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri juga kemanfaatan hukum. 

Sedangkan dalam makna keadilan sendiri terkait dengan pendistribusian 

yang merata antara hak dan kewajiban.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila didasari dan 

dijiwai oleh sila yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
27

 Artinya 

kelima sila tersebut saling berkaitan. Keadilan adalah perilaku adil yang 

menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya 

serta harus merata berlaku bagi semua orang namun sifatnya sangat 

subjektif. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi 

hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas 

keadiilan.
28

 

Dalam kasus-kasus tertentu, keserupaan dan perbedaan diantara 

manusia yang relevan bagi kritik atas tatanan hukum yang adil atau tidak 

adil sudah cukup jelas. Hal ini terjadi ketika yang dimaksud bukan 

keadilan atau ketidakadilan hukum melainkan pada penerapannya dalam 

kasus-kasus tertentu. Sehingga mengatakan bahwa hukum larangan 

pembunuhan diterapkan secara adil berarti mengatakan bahwa hukum 

tidak berpihak dan berlaku bagi semua orang. Keadilan hukum juga 

berlaku bagi orang yang sama dalam segi bahwa mereka telah melakukan 

apa yang dilarang oleh hukum, juga tidak ada prasangka atau kepentingan 

                                                           
26

 Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2012), 85. 
27

 Agus Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, 87. 
28

 Sukarno dkk, Filsafat Hukum Teori dan Praktik, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 178. 
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yang mempengaruhi bagi pelaksanaannya dalam memperlakukan mereka 

secara setara.
29

 

Keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa 

dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan 

kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangna satu sama 

lain. Pertentangan inilah yang kadang kala menyebabkan suatu pertikaian. 

Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu 

keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan tersebut.  

3. Pengertian Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana 

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “Stafbaar feir” yang 

apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki beberapa istilah 

seperti, “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak Pidana”, 

“Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Pemerintah tidak 

menetapkan secara resmi istilah “Stafbaar feir” dalam bahasa Indonesia, 

sehingga tidak hanya memiliki satu pengertian saja
30

. 

Beberapa pengertian dari “Stafbaar feir” menurut pakar hukum 

pidana, antara lain :
31

 

a. Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman atau 

sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yag melanggar 

larangan tersebut.  

                                                           
29

 H.L.A.Hart, Konsep Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2013), 248.  
30

 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 68, 

https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=id&gbp

v=1&dq=dasar-dasar+hukum+pidana+indonesia&printsec=frontcover  
31

 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, 69.  

https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dasar-dasar+hukum+pidana+indonesia&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dasar-dasar+hukum+pidana+indonesia&printsec=frontcover
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b. Simons, menjelasakan bahwa “Stafbaar feir” merupakan suatu 

perbuatan yang diancam pidana yang sifatnya melawan hukum serta 

berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan 

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.  

c. Van Hamel, merumuskan “Stafbaar feir” sebagai kelakukan seseorang 

yang dirumuskan dalam wet yang patut untuk dipidana karena 

melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan. 

Tindak pidana terjadi karena suatu pelanggaran aturan hukum 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Definisi pelaku dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat 1 

yaitu “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang 

menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang 

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. 
32

 

Menurut doktrin pelaku tindak pidana (Dader) merupakan barang 

siapa yang melaksanakan atau melakukan semua unsur-unsur tindak 

pidana sebagaimana dala unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-

undang menurut KUHP dalam Pasal 55 : 

1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 

serta melakukan perbuatan;  

2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan menggunakan 

kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi 

                                                           
32

 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan KUHAP & KUHP, (Bandung: Fokusmedia, 2018), 

263. 
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kesempatan, sarana atau keterangan dan sengaja menganjurkan orang 

lain supaya melakukan perbuatan.  

Pelaku merupakan orang yang melakukan suatu tindak pidana, 

yang mana dengan suatu kesengajaan atau tidak sengajaan yang 

diisyaratkan oleh undang-undang namun menimbulkan suatu akibat 

yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Orang yang dapat 

dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan dalam 

beberapa macam, antara lain: 

1) Orang yang melakukan (dader palgen), orang yang bertindak 

sendiri untuk mewujudkan semua maksud suatu tindak pidana. 

2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen), dalam hal ini 

perlu paling sedikitnya dua orang, yakni yang melakukan tindak 

pidana bukan pelaku utama melainkan dengan menggunakan 

bantuan orang lain yang hanya digunakan sebagai alat saja.  

3) Orang yang turut melakukan (mede plagen), orang yang 

melakukan tindak pidana bersama-sama. Harus setidaknya ada 

dader plagen dan mede plagen dalam melakukan tindak pidana.  

a. Unsur – Unsur Tindak Pidana 

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana umumnya dapat di jabarkan dalam unsur-unsur 

yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.  
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1) Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana adalah :
33

 

a) Kesenjangan (dolus) atau tidak sengajaan (culpa) 

b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging 

seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 

c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang ada dalam 

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 

pemalsuan, dan lain sebagainya.  

d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti 

uraian yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. 

e) Perasaan takut yang terdapat dalam rumusan tindak pidana 

Pasal 308 KUHP.  

2) Unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana, sebagai berikut:
34

 

a) Adanya sifat melawan hukum atau wederrechtteliklheid 

b) Kualitas pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri 

c) Kausalitas, hubungan antaraa suatu tindak pidana sebagai 

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.  

b. Pidana dan Pemidanaan 

Istilah pidana dan pemidanaan dalam sejarah selalu menjadi 

perdebatan oleh para ahli. Jika dilihat dari perkembangan pola pikir 

manusia, perubahan dan perbedaan pendapat itu merupakan hal yang 

wajar. Pidana memiliki banyak definisi dari pakar-pakar hukum 

                                                           
33

 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), 66. 
34

 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, 67.  
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pidana. Penegasan awal yang perlu dikemukakan adalah penggunaan 

istilah pidana di sini memiliki maksud yang sama dengan “sanksi 

pidana”.  

Istilah “hukuman” memiliki arti yang umum dan konvensional 

serta memiliki arti yang luas dan berubah-ubah karena memiliki makna 

yang lebih dari satu. Istilah ini tidak hanya digunakan dalam bidang 

hukum, tetapi juga digunakan dalam istilah sehari-hari di bidang 

pendidikan, moral, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah “pidana” 

sudah pasti menegaskan putusan hakim dalam bidang hukum pidana. 

Dapat disimpulkan bahwa istilah pidana mengandung ciri-ciri, yakni :  

1) Pidana hakikatnya merupakan suatu nestapa atau penderitaan atau 

akibat-akibat lain yang kurang menyenangkan. 

2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang ataupun badan hukum 

yang memiliki wewenang. 

3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak 

pidana yang mana hal tersebut diatur dalam undang-undang.
35

  

Kata “hukum pidana” digunakan pertama kali untuk 

menyatakan seluruh ketentuan yang menetapkan apa saja yang 

menjadi syarat mengikat dalam suatu negara yang apabila suatu 

negara tersebut menginginkan untuk memunculkan hukum mengenai 

pidana ataupun aturan-aturan dalam perumusan pidana, maka hukum 

                                                           
35

 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 4.  
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pidana ini merupakan hukum pidana positif yang sering disebut Ius 

poenale yang di dalamnya meliputi : 

a) Suatu perintah atau larangan dari pelanggaran terhadap badan-

badan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang 

dengan ditetapkan dalam bentuk sanksi yang harus diaati oleh 

semua orang. 

b) Ketentuan yang menetapkan beberapa sarana yang dapat 

dijadikan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu 

berupa hukum penintesier dan hukum tentang sanksi.  

c) Aturan yang dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang 

lingkup kerja dari suatu norma-norma. 
36

 

Kehadiran hukum pidana dalam masyarakat memiliki tujuan 

untuk memberikan rasa aman dan tenang kepada individu ataupun 

kelompok dalam lingkungan masyarakat dalam melaksanakan 

aktivitas sehari-hari. Pidana dikatakan sebagai nestapa khusus 

(bijzonder leed) karena hukuman pidana merupakan hukuman yang 

umumnya dianggap sebagai hukuman yang lebih berat dibandingkan 

dengan hukuman dalam bidang hukum perdata dan hukuman dalam 

bidnag hukum administrasi negara.
37

 Dalam KUHP, jenis-jenis pidana 

diatur dalam Buku I pada Pasal 10 yang menentukan bahwa pidana 

terdiri atas : 

 

                                                           
36

 Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, 1.  
37

 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, 4.  



34 
 

 

a) Pidana pokok :  

(1) Pidana mati; 

(2) Pidana penjara; 

(3) Pidana kurungan; 

(4) Pidana denda; 

(5) Pidana tutupan. 

b) Pidana tambahan : 

(1) Pencabutan hal-hal tertentu; 

(2) Perampasan barang-barang tertentu; 

(3) Pengumuman putusan hakim.
38

 

Dalam hal pidana yang menjadi fokus permasalahannya adalah 

perbuatan salah yang dilakukan oleh si pelaku atau tindakan yang 

melanggar undang-undang. Dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, 

ditegaskan oleh H.L. Packer bahwa dalam menetapkan suatu hukuman 

atau punishment badan hukum yang berwenang memperlakukan 

seseorang karena telah melakukan perbuatan yang salah dengan 

maksud dan tujuan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terulangnya 

suatu perbuatan tersebut atau memberikan penderitaan atau efek jera 

kepada pelaku atau bahkan bisa keduanya. 
39

 

Seseorang yang dipidana harus menjalankan hukumannya 

didalam rumah tahanan, diasingkan dari masyarakat ramai, serta harus 

menjalani kehidupannya dalam tembok penjara terpisah dari 
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kehidupan yang biasa. Dalam pembinaan terpidana yang ada didalam 

rumah tahanan, tujuannya bukan hanya untuk menimbulkan efek jera , 

tetapi konsep yang timbul dikalangan masyarakat agar lebih 

memperhatikan perlakuan yang lebih berkemanusiaan terhadap 

terpidana. Pengenaan pidana berat ataupun ringan pada hakikatnya 

merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Pemidanaan 

merupakan suatu tindakan terhadap seorang yang melakukan 

pelanggaran pidana.  

Seperti yang sudah diketahui bahwa, fungsi terpenting dari 

‘pidana’ yang pada nantinya difungsionalkan sebagai sarana penal 

dalam politik kriminal untuk mencegah dan menanggulangi tindak 

pidana. Perlu adanya kebijakan penetapan pidana dan pemidanaan 

yang harus dibuat dan dirumuskan sebaik dan serasional mungkin. 

Selain itu pidana yang ditetapkan sudah memiliki efek jera kepada 

pelaku tindak pidana sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya atau 

melakukan tindak pidana lainnya (special prevention) atau disebut 

pidana memiliki pengaruh pencegahan khusus.
40

 

Pemidanaan tentu memiliki suatu tujuan yang tentunya untuk 

menertibkan masyarakat agar mematuhi aturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dalam hal ini terdapat teori pemidanaan yang 

merupakan teori tentang pembenaran dikenakannya penderitaan 
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berupa pidana terhadap seseorang.
41

 Teori pemidanaan pada umumnua 

di kelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni teori absolut atau 

teori pembalasan (vergeldings theorien), teori relatif atau teori tujuan 

(doel theorien), dn teori menggabungkan (verenigings theorien). 
42

 

1) Teori Absolut (vergeldings theorien) 

Teori ini disebut teori absolut karena pidana seharusnya 

merupakan sesuatu yang mutlak (absolut) menyusul dilakukannya 

kejahatan. Teori absolut juga sering disebut dengan teori 

pembalasan. Teori ini dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

a) Teori pembalasan yang objektif. Teori ini berorientasi pada 

tindakan dari pelaku kejahatan harus dibalas dengan pidana 

yang merupakan suatu kerugian yang seimbang dengan 

kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku selaku pembuat 

kejahatan. 

b) Teori pembalasan subjektif. Teori ini berorientasi pada pelaku 

tindak pidana itu sendiri. Apabila kerugian yang ditimbulkan 

dari pelaku kejahatan ringan, maka hukuman yang akan 

diberikan adalah pidana yang ringan. 

2) Teori Relatif (doel theorien) 

Teori ini mencari pembenaran pidana terhadap tujuan yang 

akan dicapai dengan hukuman pidana. Pidana diberikan agar 
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masyarakat tidak melakukan kejahatan (ne peccetur).
43

 Teori ini 

mendasarkan pandangan pada maksud dari pemidanaan, yang 

artinya untuk perlindungan masyarakat atau untuk pencegahan 

kejahatan di lingkungan masyarakat dan juga perlu perlu 

pertimbangan untuk pencegahan di masa yang akan datang. Teori 

ini dibagi atas:  

a) Teori prevensi umum, yaitu pencegahan yang ditujukan 

kepada masyarakat pada umumnya. 

b) Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada 

orang yang melakukan kejahatan supaya tidak melakukan 

kejahatan lagi.44 

3) Teori Gabungan (verenigings theorien) 

Teori terakhir yang merupakan gabungan dari teori-teori 

diatas adalah teori Pembinaan. Dalam teori pembinaan lebih 

menitik beratkan perhatiannya kepada pelaku kejahatannya. Dasar 

dari pemidanaan ini adalah hal yang perlu dilakukan untuk dapat 

memperbaiki pelaku tindak pidana. Menurut teori pembinaan, 

tujuan dari pidana untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian 

pelaku kejahatan agar meninggalkan perilaku atau sikap yang 

bertentangan dan tidak sesuai dengan norma atau aturan hukum 

yang berlaku. Teori ini juga dianut dalam Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 
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4. Prinsip Pemidanaan dalam KUHP  

Dalam sistem KUHP, penjatuhan pidana pokok hanya boleh 

diberikan satu macam saja dalam satu tindak pidana yang dilakukan. 

Artinya dalam hal ini hanya salah satu pidana pokok yang diancamkan 

secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan, maka tidak 

diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana pokok yang tidak diancamkan 

dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan. Hukuman pidana pokok 

masih bisa ditambahkan dengan satu atau lebih hukuman pidana 

tambahan. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif yang sifatnya 

menambah dan tidak harus ada. Jadi apabila hukuman pidana tambahan 

dirasa tidak perlu ditambahkan, maka tidak perlu ditambahkan.
45

  

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

bahwa pidana perampasan kemerdekaan maksimum yang diatur secara 

umum. Penjatuhan pidana penjara terbatas maksimum adalah 15 tahun, 

yang hanya boleh dilewati menjadi 20 tahun, serta dalam beberapa hal 

berikut ini tidak boleh dilewati lagi, antara lain : 

a. Diancamkan secara alternatif pidana mati, pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu (20 tahun). 

b. Diancamkan secara alternatif pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara selama waktu tertentu. 

c. Ada pemberatan pidana karena penanggulangan, perbarengan atau 

karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.  
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Hukuman penjara seumur hidup tidak mengenal adanya batas 

maksimum atau minimum, jadi apabila diancamkan pidana satu-satunya 

penjara seumur hidup maka pidana tersebut tidak mungkin dikurangi 

dalam putusan hakim. Apabila ada pengurangannya hanya mungkin 

setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melalui grasi 

atau pengurangan hukuman at au remisi.  

5. Penetapan Tujuan Pemidanaan 

Pidana dipandang dari sudut kebijakan kriminal dan terkenal 

sebagai sarana penal dalam perencanaan penanggulangan Tindak Pidana 

sebagai bentuk upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Penetapan kebijakan legislasi harus sesuai 

dengan tahap perencanaan yang sudah matang, dirumuskan sebaik-

baiknya menyangkut tentang sanksi pidana atau tindakan-tindakan 

(treatmentl matregel) mengenai apa yang seharusnya digunakan dalam hal 

pemidanaan apabila terjadi pelanggaran terhadap Hukum Pidana. 
46

 

Pendekatan utama dalam kebijakan kriminal harus rasional, maka 

langkah utama yang harus ditempuh dalam menetapkan kebijakan 

pemidanaan adalah penetapan tujuan pemidanaan yang nantinya 

diharapkan dapat menunjang tujuan umum dari kebijakan kriminal yang 

mengarah pada perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat.  
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Perumusan tujuan pemidanaan merupakan tujuan yang sifatnya 

operasional, walaupun mungkin perumusannya dilakukan secara umum. 

Perumusan tujuan operasional ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui 

atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan 

yang telah ditetapkan dapat secara efektif dalam mencapai tujuan. Tujuan 

pemidanaan ini yang justru mengikat atau menjalin setiap tahap 

pemidanaan menjadi suatu jalinan mata rantai dalam kebulatan sistem 

yang rasional.
47

  

Penjatuhan pidana adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Pada 

dasarnya pemidanaan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang 

nyata, namun perampasan HAM seorang yang terbukti telah melakukan 

tindak pidana harus dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu 

untuk memperbaiki tingkah laku terpidana dan memulihkan keadaan 

masyarakat. Sehingga sifat dari pelanggaran HAM menjadi lebih baik 

atau setidaknya meminimalisir terpidana mengulangi perbuatannya lagi. 

Secara garis besar, tujuan pemidanaan mempunyai dua tujun, yaitu :  

a. Perlindungan kepada masyarakat. Tujuan ini untuk merehabilitasi dan 

meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keadaan agar 

terbentuk keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi 

adat) sehingga konflik yang ada dapat terselesaikan; 
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b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila, yang artinya bahwa 

pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang 

untuk merendahkan martabat manusia. 
48

 

Ketentutan tujuan pemidanaan diatur lebih lanjut dalam RKUHP 

(2019) dalam Pasal 51 yang sebelumnya tidak dirumuskan dalam KUHP 

(WvS). Pemidanaan bertujuan :
49

  

a. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma 

hukum untuk perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. 

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan 

pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. 

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman dan damai 

dalam masyarakat. 

d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada 

terpidana.  

Dijelaskan pula dalam Pasal 52 RKUHP (2019) bahwa, 

“pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”. 

Ketentuan dalam Pasal 52 RKUHP (2019) masih tergolong dalam tujuan 

pemidanaan. Pasal ini mempertegas bahwa hukum pidana secara khusus 

bertujuan untuk menghargai dan melindungi HAM, khususnya HAM 

terdakwa. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pidana merupakan 

perampasan HAM secara nyata, maka dengan adanya pasal ini untuk 
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menghargai HAM terpidana dan bisa memasyarakatkan terpidana selama 

menjalankan hukumannya.  

6. Pembunuhan  

a. Pengertian Pembunuhan  

Perbuatan yang dikatakan sebagai pembunuhan adalah 

perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok yang mengakibatkan hilangnya nyawa sesorang ataupun 

beberapa orang yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak 

disengaja.
50

 Kejahatan terhadap nyawa seseorang yang dengan sengaja 

atau tidak disengaja (kesalahan) sehingga mengakibatkan hilangnya 

nyawa orang lain telah diatur dalam Buku II KUHP Bab XIX yang 

didalamnya terdapat dua pembagian jenis-jenis kejahatan terhadap 

nyawa seseorang.  

Timbulnya kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain diatur 

dalam KUHP yang secara umum disebut sebagai pembunuhan. 

Kejahatan terhadap nyawa atau yang biasa disebut tindak pidana 

pembunuhan (misdrijven tegen het leven) merupakan suatu 

penyerangan terhadap nyawa atau jiwa orang lain.
51

  

Tindak pidana dalam perbuatan kejahatan terhadap nyawa 

disebit delik materiil, artinya hanya menyebutkan sesuatu akibat yang 

timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. 
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Kejahatan yang ditimbulkan dalam tindak pidana materiil sempurna 

tidak hanya difokuskan pada selesainya perbuatan, melainkan dari 

wujud perbuatan itu apakah telah menimbulkan akiba yang terlarang 

atau tidak. Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) 

berupa penyerangan yang dilakukan terhadap nyawa orang lain. 
52

 

b. Macam – Macam Pembunuhan dalam KUHP 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX yang 

didalamnya mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa, diatur dalam 

Pasal 338 – 350 yang memuat macam-macam pembunuhan dalam 

KUHP, yaitu :
53

 

1) Pembunuhan Biasa (diatur dalam Pasal 338 KUHP). 

2) Pembunuhan yang Disertai Pemberatan (diatur dalam Pasal 339 

KUHP). 

3) Pembunuhan Berencana (diatur dalam Pasal 340 KUHP). 

4) Pembunuhan terhadap Bayi yang dilakukan oleh Ibunya (diatur 

dalam Pasal 341 KUHP). 

5) Pembunuhan Bayi Direncana (diatur dalam Pasal 342 dan 343 

KUHP). 

6) Pembunuhan atas Permintaan yang Bersangkutan (diatur dalam 

Pasal 344 KUHP). 

7) Membujuk atau Membantu Orang agar Bunuh Diri (diatur dalam 

Pasal 345 KUHP). 

8) Pengguguran Kandungan dengan izin Ibunya (diatur dalam Pasal 

346 KUHP). 
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9) Pengguguran Kandungan tanpa izin Ibunya (diatur dalam Pasal 347 

KUHP). 

10) Matinya Kandungan dengan izin Perempuan yang Mengandungnya 

(diatur dalam Pasal 348 KUHP). 

11) Dokter atau Bidan atau Tukang Obat yang Membantu Pengguguran 

atau matinya Kandungan (diatur dalam Pasal 349 KUHP). 

7. Pembunuhan Mutilasi 

a. Pengertian Mutilasi 

Ada banyak sekali bentuk kejahatan kekerasan yang salah 

satunya adalah kejahatan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan 

menjadi salah satu topik yang menarik perhatian orang, terlebih lagi 

apabila tindakannya diikuti dengan memotong bagian tubuh korban 

yang kemudian dikenal oleh masyarakat luas sebagai “mutilasi”.
54

  

Kejahatan mutilasi seringkali disamakan dengan criminal 

mutilation atau dismemberment. Istilah dismemberment merupakan 

istilah yang sering digunakan dalam dunia forensik dan dunia medis. 

Dismemberment adalah kategori criminal mutilation of the human 

body untuk menjelaskan suatu kasus pembunuhan dengan kondisi 

mayat yang terpotong-potong. Studi yang dilakukan oleh Di Nunno, 

Constanndes, Vacca, dan Di Nunno menjelaskan bahwa 

dismemberment merupakan perilaku yang sangat jarang karena setelah 

dibunuh korban dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Tindakan 

pemotongan tersebut dilandasi oleh pertimbangan kemudahan untuk 
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memindahkan tubuh korban ke tempat lain tanpa diketahui orang 

lain.
55

  Mutilasi sendiri bukan termasuk ke dalam terminologi ilmiah. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak 

ditemukan istilah kejahatan mutilasi. Namun, istilah mutilasi telah 

dikenal luas dalam perspektif budaya umat manusia. Di dalamnya 

terdapat nilai-nilai estetika dan nilai-nilai filosofi. 

b. Jenis – Jenis Pembunuhan Mutilasi 

Mutilasi memiliki jenis yang dibagi menjadi dua bagian yang 

diantaranya sebagai berikut :
56

 

1) Mutilasi difensif (defensive mutilasion) 

Pada jenis mutilasi ini diartikan sebagai pemotongan atau 

pemisahan anggota badan yang dengan maksud tujuan 

menghilangkan jejak setelah terjadinya pembunuhan. Pelaku 

memiliki motif rasional untuk menghilangkan tubuh korban 

sebagai alat bukti atau untuk menutupi identifikasi pada bagian 

tubuh korban.  

2) Mutilasi ofensif (offensive mutilasion) 

Mutilasi ini dilakukan dengan mengambil tindakan 

irasional dalam keadaan mengamuk “frienzied state of mind”. 

Terkadang mutilasi jenis ini dilakukan sebelum membunuh korban, 

jadi korban terlebih dahulu di siksa sebelum akhirnya dibunuh.  
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Mutilasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana harus sesuai 

dan memenuhi beberapa syarat yaitu tindakan yang dilakukan tersebut 

adalah tindakan yang dilarang secara formil atau materil mengikuti 

KUHP sebagai buku acuan dari semua aturan hukum pidana nasional 

yang berlaku. Dalam KUHP membedakan tindak pidana dalam dua 

bentuk yakni kejahatan (misdrijen) dan pelanggaran (overtredingen). 

Pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi dalam melakukan 

perbuatan tersebut pastinya dilandasi dengan berbagai alasan. Berikut 

beberapa alasan yang mendasari pelaku melakukan pembunuhan 

mutilasi, yaitu :
57

 

1) Keinginan untuk menghilangkan barang bukti untuk menyulitkan 

mengidentifikasi korban. 

2) Dipicu karena adanya sifat tempramen dan agresif dari pelaku. 

3) Adanya tujuan tindak kejahatan dari pelaku. 

4) Adanya fetisme dari pelaku mutilasi yaitu seseorang melakukan 

tindakan mutilasi sebagai simbol kegemaran mereka.  

8. Pembunuhan Mutilasi dalam Hukum Pidana Islam 

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, 

perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan dalam bahasa Arab, 

pembunuhan disebit “al-qatlu” yang memiliki arti mematikan. Menurut 

istilah yang diungkapkan oleh beberapa ahli tentang definisi pembunuhan, 

antara lain:  
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a. Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat dari Syarbini Khatib 

“pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat menghilangkan 

atau mencabut nyawa orang lain”.  

b. Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan 

oleh seorang manusia menghilangkan nyawa seseprang dengan sebab 

dari perbuatan orang lain”.  

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa untuk 

dapat dianggap sebagai pembunuhan harus memenuhi tigas unsur 

berikut:
58

 

1) Adanya perbuatan manusia 

2) Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa 

3) Perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum  

Jarimah atau bisa disebut tindak pidana di definiskan oleh 

Imam Mawardi adalah segala larangan syara (melakukan hal-hal yang 

dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang 

diancam dengan hukum had atau ta’zir.
59

  

Tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan 

pembunuhan yang disengaja (al-Qotl al-Amd). Pembunuhan yang 

disertai mutilasi merupakan perbuatan jarimah yang tidak hanya murni 

satu jenis perbutan saja, karena pada awalnya pelaku mempunyai niat 

melakukan kejahatan dengan satu macam jarimah. Namun yang terjadi 

                                                           
58

 Ahmad Wardi Muslich, Euthanisia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 30-31. 
59

 H.A.Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 11.  



48 
 

 

justru melakukan beberapa jarimah, sehingga dari yang dilakukan 

tersebut menimbulkan gabungan pemidanaan.  

Dalam Islam, kejahatan terhadap jiwa seseorang wajib 

dihukum setimpal dengan apa yang sudah di perbuat. Pembunuhan 

yang disertai mutilasi merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan 

dengan cara disengaja, hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa pelaku 

dengan sengaja memotong-motong tubuh mayat korban menjadi 

beberapa bagian yang kemudian potongan tubuh mayat dibuang secara 

terpisah di tempat yang berbeda.  

Syariat Islam tidak membeda-bedakan antara satu jiwa dengan 

jiwa lainnya. Hukum qishash merupakan haq dan tidak mengenal 

perbedaan apakah yang terbunuh itu orang dewasa atau anak kecil, 

baik laki-laki atau perempuan. Setiap manusia berhak untuk hidup dan 

hak hidupnya tidak diperbolehkan diganggu secara hukum dengan cara 

apapun.  

Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) merupakan 

larangan-larangan hukum yang diberikan Allah dan akan diberi 

hukuman bagi orang yang melanggar apa yang telah ditentukan-Nya. 

Larangan hukum disini artinya adalah melakukan suatu perbuatan yang 

dilarang atau melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan. Maka 

dari itu, suatu kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang 

oleh syariat dengan kata lain melakukan atau tidak melakukan suatu 
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perbuatan yang membawa kepada hukum yang ditentukan oleh syariat 

adalah kejahatan.
60

 

Pembunuhan secara garis beras dibagi dalam beberapa jenis 

tergantung pada niat terjadinya pembunuhan. Berikut ini jenis-jenis 

pembunuhan dalam Islam : 

a. Pembunuhan Sengaja (al-qathlu ‘amdan) 

Pembunuah sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan 

dengan kesengajaan, di mana seseorang telah memiliki niat dan 

kehendak untuk sengaja ingin membunuh seorang Muslim.
61

 

Pembunuhan sengaja termasuk dosa perbuatan dan tergolong 

perbuatan yang keji.  

Dari definisi yang telah diuraikan diatas, pembunuhan 

sengaja memiliki beberapa unsur, yaitu :
62

 

1) Korban yang dibunuh merupakan manusia hidup 

2) Kematian merupakan hasil dari perbuatan pelaku 

3) Pelaku pembunuhan menghendaki terjadinya kematian 

b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (al-qathlu syibhu ‘amdin) 

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, akan tetapi 

pelaku tidak memiliki niatan untuk menghilangkan nyawa korban. 

Hal tersebut bisa dilihat dari alat yang digunakan, apabila alat 

tersebut umumnya tidak dapat mematikan seperti tongkat, ranting 
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kayu, batu kerikil atau sapu lidi maka pembunuhan tersebut 

dianggap sebagai pembunuhan menyerupai sengaja.  

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan menyerupai 

sengaja ini yaitu :
63

 

1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian 

2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, namun tidak 

ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban 

3) Kematian yang terjadi adalah perbuatan pelaku 

c. Pembunuhan Tidak Sengaja (al-qathlu khata’an) 

Pembunuhan tidak sengaja (khata) merupakan perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan 

yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
64

 Dalam 

pembunuhan karena kesalahan ini tidak ada sama sekali unsur 

kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan tindak 

pidana yang terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian 

dari pelaku.  

Berikut unsur-unsur dari pembunuhan karena kesalah 

antara lain :
65

 

1) Adanya perbuatan yang menyebabkan matinya korban 

2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku 

3) Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian 
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Para ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat dalam 

menentukan perbuatan mana yang merupakan dan termasuk ke dalam 

unsur kesengajaan. Namun pada intinya pembunuhan disengaja 

merupakan suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan unsur 

kesengajaan dan bahkan direncanakan serta alat yang digunakan 

adalah alat seperti benda tajam atau bahkan benda tumpul yang 

biasanya memang digunakan untuk menghilangkan nyawa seseorang.  

Dari uraian yang telah dipaparkan terkait jenis pembunuhan 

yang dilakukan atas dasar niat pelaku, pembunuhan yang disertai 

mutilasi tergolong ke dalam pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang 

disertai mutilasi terjadi karena adanya kesengajaan dan niat pelaku 

untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan senjata 

tajam, terbukti dengan pemotongan beberapa bagian tubuh korban 

setelah dibunuh. Apabila dilihat dari unsur-unsur pembunuhan sengaja 

juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pembunuhan mutilasi, 

bahwa korban adalah manusia yang hidup serta pelaku menghendaki 

matinya korban. Allah SWT memberikan hukuman yang berat berupa 

neraka Jahannam dan azab yang besar kepada umatnya yang 

membunuh sesama muslim seperti firman Allah dalam Surah An-Nisa’ 

ayat 93 :
66
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Artinya “barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan 

sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam dan kekal 

di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta 

memberikan azab yang besar baginya” (QS. An-Nisa’ [4]: 93)  

 

 Menurut hukum Islam, pelanggaran terhadap jiwa 

seseorang dengan membunuh dengan cara yang tidak manusiawi 

seperti melukai atau bahkan sampai memotong bagian tubuh. 

Pembunuhan yang disertai mutilasi dalam Islam juga digolongkan 

kedalam pembunuhan dengan sengaja. Karena tidak mungkin bagi 

seseorang memotong-motong (mutilasi) tubuh dengan tidak sengaja, 

pasti di dalamnya ada unsur kesengajaan. Hal tersebut dianggap 

sebagai pelanggaran dan merupakan kejahatan yang sanksinya adalah 

wajib di qishas. Allah SWT memberikan yang setimpal bagi pelaku 

pembunuhan dengan cara di qishas, seperti firman Allah dalam Al-

Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 178 :
67
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu 

(melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang 

dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 

sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan 

perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya 

hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan 

hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.48) 

Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari 

Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia 

akan mendapat azab yang sangat pedih.(QS. Al-Baqarah 

2:178) 

 

Allah menurunkan Surah Al-Baqarah ayat 178 untuk memberi 

penjelasan tentang hukuman qishas agar setiap umat manusia tidak 

semena-mena melakukan tindakan pembunuhan yang di selimuti 

dengan hawa nafsu.  Dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan 

bahwa wajib hukumnya qishash bagi seseorang yang dengan sengaja 

membunuh seorang yang beriman.  

Allah SWT telah menjamin kelangsungan hidup para hambanya 

dengan memeberikan hukuman qishas bagi seseorang yang telah 

melakukan pembunuhan. Dengan akibat yang ditimbulkannya akan 

membuat manusia berpikir beribu kali dan menyadari sanksi yang akan 

diterima ketika mereka melakuka kejahatan pembunuhan. Dalam hal 

ini manusia akan terhindar untuk saling melakukan kejahatan dan 

menciptakan kehidupan yang damai serta menjaga satu sama lain. 

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 179 :
68
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Artinya : “Dan didalam qishash ada (jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar supaya 

kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah (2): 179) 

 

Membunuh sesama muslim merupakan dosa besar dan haram 

hukumya. Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui semua perbuatan 

hambanya akan memberikan hukuman atau balasan yang setimpal 

(layak) bagi orang yang telah melakukan kesaahan besar, seperti 

pembunuhan yang memotong-motong tubuh korban (mutilasi) dengan 

hukuman terberat di dunia dan masuk ke neraka saat di akhirat nanti. 

Hukum pidana Islam (Jinayah) dapat memberikan jaminan bagi 

kehidupan orang-orang yang beriman.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah langkah dan cara untuk mencari, merumuskan, 

menggali data, menganalisis, membahas serta menyimpulkan suatu masalah 

dalam penelitian. Pada umumnya metode penelitian ini merupakan suatu cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah 

yang dimaksud merupakan kegiatan yang akan diteliti ini di dasari oleh ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.  

Berdasarkan pembahasan permasalahan-permasalahan yang disusun dalam 

penelitian ini, maka perlu adanya metode yang digunakan untuk pengumpulan 

data, antara lain : 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. 

Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara melakukan studi kepustakaan serta peraturan perundang-

undangan baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.69 

Pada penelitian ini, bahan hukum dikaitkan dengan permasalahan serta 

pembahasan untuk membantu dalam pemahaman penulis.  

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi dari 

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan 
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kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dan pendekatan konseptual (conceptual aprroach).  

Pendekatan kasus dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang 

berkaitan dengan pembunuhan disertai mutilasi untuk dianalisis dasar 

pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada pelaku pembunuhan 

disertai mutilasi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 

mengetahui dasar hukum yang sesuai dengan pembunuhan yang disertai 

mutilasi dan dasar putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana dengan 

berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan 

pendekatan konseptual, peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-

prinsip ini dapat ditemukan dalam beberapa pandangan para sarjana ataupun 

dokrin-dokrin hukum. Selain itu pendekatan konseptual ini juga melihat dari 

konsep-konsep hukum, teori-teori hukum yang nantinya ditelaah kembali 

sehingga relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.  

C. Sumber Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah data utama yang dapat dijadikan 

sebagai jawaban atas masalah yang akan diteliti dan merupakan data yang 

diperoleh secara langsung. Bahan hukum primer juga terdiri dari aturan 

hukum yang terdapat berbagai perangkat atau peraturan perundang-

undangan serta putusan-putusan hakim.
70
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Dalam penelitian ini menggunkan bahan hukum primer yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber dalam hukum Islam. 

Sedangkan bahan hukum primer dalam hukum positif yang digunakan 

adalah :  

a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. 

c. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014. 

d. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.10/PID/2020/PT JAP. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum 

pendukung yang berupa buku-buku, artikel, data-data dari website resmi 

serta berbagai tulisan atau karya ilmiah berupa jurnal-jurnal hukum dan 

kamus hukum yang relevan. Pada bahan hukum sekunder biasanya 

dilakukan dengan menggunakan teknik library research, yakni dengan 

mempelajari berbagai literatur ilmu hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan pembunuhan yang disertai mutilasi. 

D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum  

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan 

studi pustaka (library research) dan analisis putusan hakim. Pengumpulan 

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka 

(library research) untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan meluas serta yang 

dibutuhkan dalam suatu penelitian hukum. Peneliti dalam mengumpulkan 
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bahan hukum dengan cara mengunjungi perpustakaan universitas dan ruang 

baca yang ada di fakultas untuk mendapatkan sumber bahan hukum yang 

relevan malalui buku-buku dan skripsi terdahulu yang sesuai dengan 

pembahasan peneliti. Selain itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan 

analisis putusan hakim untuk mengetahui dan menganalisis dasar 

pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi bagi pelaku pembunuhan 

mutilasi yang telah diputus di Pengadilan Tinggi Jayapura.  

E. Analisis Bahan Hukum  

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk memecahkan 

sebuah masalah dengan mengaitkan antara teori dan pokok permasalahan. 

Analisis bahan hukum adalah langkah untuk menemukan dan 

mengorganisasikan secara sistematis bahan hukum yang diperoleh dari 

mengkaji beberapa literatur seperti buku, jurnal, tesis dan literatur lainnya 

dengan cara mengelompokkan, membedahnya menjadi unit-unit, 

mengorganisasikannya ke dalam pola-pola, menyeleksi apa yang penting dan 

juga diketahui untuk dipelajari, dan menggambar kesimpulan dengan cara 

yang dapat dimengerti. Sama halnya seperti proses pengumpulan bahan 

hukum, dalam analisis bahan hukum peneliti memperoleh sumber dengan 

datang ke perpustakaan dan ruang baca untuk mendapatkan data sesuai dengan 

pembahasan dalam penelitian. 

F. Keabsahan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, keabsahan bahan hukum menggunakan teknik 

triangulasi yakni dengan pemeriksaan keabsahan bahan hukum yang dengan 
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memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk kepentingan pengecekan 

atau sebagai pembanding. Penulis menggunakan triangulasi sumber yang 

dilakukan menggunakan pengecekan sumber-sumber bahan hukum melalui 

studi pustaka, yakni dengan mencari referensi dalam berbagai sumber seperti 

jurnal hukum, karya ilmiah, kamus hukum, dan terutama pada buku-buku 

yang terkait. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa tahapan. Tahap penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti lakukan yang terdiri dari mulai 

penelitian pendahuluan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. 

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Tahap Pra Riset  

Dalam tahapan ini peneliti mengumpulkan bahan hukum dan 

referensi yang ada mengenai putusan hakim dalam menentukan sanksi 

pidana terhadap pelaku pembunuhan mutilasi mulai dari bahan primer, 

sekunder, dan tersier. 

2. Tahap Pelaksanaan Riset 

Pada tahapan ini, setelah bahan-bahan terkumpul peneliti 

menyusun kerangka penulisan sehingga menjadi sistematis dalam 

penulisan. 
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3. Tahap Pasca Riset 

Tahap pasca riset ini merupakan tahap analisis bahan hukum. 

Peneliti melakukan serangkaian proses analisis bahan hukum sampai pada 

interpretasi sumber bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya. Selain 

itu, peneliti juga melakukan penjilidan dan konsultasi untuk ujian seminar 

proposal dan dilanjutkan penulisan laporan penelitian dalam bentuk 

skripsi.  

4. Tahap Penyelesaian 

Pada tahap penyelesaian ini merupaka tahapan yang paling akhir 

yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah sumber bahan hukum 

yang dibutuhkan terkumpulkan setelah melalui beberapa tahapan tersebut. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

A. Posisi Kasus 

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Nomor 10/PID/2020/PT 

JAP mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding mengenai 

kasus Tindak Pidana Pembunugan yang disertai Mutilasi yang dilakukan oleh 

Terdakwa Yusuf Godlief Marshall Mauri Alias Ucu kepada korban Paulina 

Yowe pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIT atau 

setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret 2019 dan bulan April 

2019 bertempat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Serui Kota Distrik 

Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidak-tidaknya pada 

tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.  

Kasus pembunuhan bermula saat Terdakwa melihat korban (anak 

dibawah umur) berjalan seorang diri dan di ikuti dari belakang menggunakan 

sepeda motor. Terdakwa mengikuti korban dengan maksud untuk mengajak 

melakukan hubungan seksual untuk memenuhi hawa nafsu Terdakwa. Akan 

tetapi, korban menolak saat Terdakwa mengajak melakukan hubungan 

seksual. Karena korban menolak ajakannya, Terdakwa marah dan langsung 

membekap mulut korban. setelah itu Terdakwa langsung menikam korban 

tepat dibagian dada menggunakan pisau yang telah dibawa sebelumnya. 

Disaat keadaan korban sudah tidak bernyawa, Terdakwa merobek semua 

pakaian korban dan mencabuli korban. Karena pelaku takut tindakannya 
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ketahuan, pelaku mengiris leher korban menggunakan pisau. Tidak cukup 

menggunakan pisau untuk mengiris leher korban karena tidak putus, pelaku 

pulang kerumahnya dengan mengambil sebuah parang. Setelah membawa 

parang, pelaku kembali ke tempat dimana korban ditinggalkan dan 

melaksanakan aksinya dengan memotong-motong tubuh korban menjadi 13 

bagian. Pelaku memasukkan bagian-bagian tubuh korban ke dalam 4 kantong 

plastik yang berbeda. Pelaku juga bermaksud menghilangkan jejak dengan 

membuang 4 kantong plastik yang berisi bagian tubuh korban di tempat yang 

berbeda.
71

 

B. Uraian Masalah  

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Sanksi Pidana 

terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Disertai Mutilasi pada Putusan 

Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PID/2020/PT JAP 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, 

pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang 

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, 

baik dan cermat. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum 

terbukti bahwa fakta/peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yaitu dengan 
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dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum 

antara para pihak.
72

  

Putusan Hakim dalam peradilan sangat diperlukan guna 

penyelesaian perkara pidana. Putusan Hakim berguna untuk terdakwa 

dalam memperoleh kepastian hukum (rechtzakeirheidi) tentang statusnya, 

dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan 

tersebut, dalam menerima putusan, melakukan upaya hukum verset, 

banding atau kasasi, grasi dan selanjutnya menelaah visi Hakim yang 

mengadili perkara. Putusan Hakim merupakan puncak pencerminan nilai-

nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum 

atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, 

mentalitas dan moralitas dari Hakim yang bersangkutan.
73

 

Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah terpenuhinya 

perbuatan yang didakwakan dalam Pasal terkait. Pada putusan perkara 

nomor 10/PID/2020/PT JAP perbuatan Terdakwa terbukti telah melanggar 

Pasal 338 KUHP atas dakwaan dari jaksa penuntut umum dan hakim 

menemukan fakta-fakta dipersidangan. Dalam menegakkan hukum ada 

tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan keadilan. Selain itu, putusan hakim untuk menyelesaikan 

suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan, bahwa putusan yang baik 
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adalah yang menggunakan tiga unsur yakni yuridis (kepastian hukum), 

nilai kemanfaatan (sosiologis), dan nilai keadilan. 

a. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan 

yang dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum atau untuk mengisi 

kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada.
74

 

Dalam pertimbangannya, hakim telah memuat putusan yang 

didakwakan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan alat bukti 

sesuai dengan peraturan hukum pidana.  

b. Pertimbangan Sosiologis 

Pertimbangan sosiologis merupakan unsur yang harus memberi 

manfaat baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat dan 

diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial dalam proses 

penegakannya.
75

 Dalam pertimbangan hakim dalam memberikan 

sanksi kepada pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi belum 

melihat keresahan masyarakat yang akan ditimbulkan dari kasus ini 

dengan memberikan hukuman yang bisa dikatakan tidak sebanding 

dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Hal ini dapat 

menimbulkan munculnya kejahatan serupa apabila sanksi yang 

diberikan tidak memberikan efek jera.  
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c. Pertimbangan Subjektif 

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus 

memiliki kekuatan hukum yang dapat diterima oleh korban dan 

masyarakat sebagai pemerhati hukum. Berdasarkan hal tersebut, tugas 

seorang hakim harus memikul tanggung jawab yang menjadi suara 

akal sehat dan mengartikulasikan keadilan dan dinamika kehidupan 

masyarakat.  

Putusan perkara nomor 10/PID/2020/PT JAP merupakan 

putusan tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui 

penasehat hukumnya karena merasa keberatan akan putusan hakim di 

pengadilan sebelumnya yakni Pengadilan Negeri Serui. Dalam putusan 

Pengadilan Negeri Serui tanggal 10 Desember 2019 dengan perkara 

nomor 50/Pid.B/2019/PN.Sru menyatakan bahwa Terdakwa Yusuf 

Godlief Marshall Mauri Alias Ucu terbukti telah melakukan 

pembunuhan berencana atas dasar dakwaan dari jaksa penuntut umum 

telah melanggar pasal 340 KUHP dan menjatuhkan hukuman dengan 

pidana penjara seumur hidup. Alasan diajukan memori banding oleh 

penasehat hukum terdakwa karena keberatan dengan dakwaan bahwa 

Terdakwa melakukan pembunuhan berencana kepada korban. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 

karena tidak ditemukan fakta yang menyatakan Terdakwa melakukan 

pembunuhan berencana.  
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Setelah diajukan banding oleh penasehat hukum terdakwa dan 

permohonan banding tersebut diterima, maka majelis hakim 

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara 

nomor 10/PID/2020/PT JAP. Fakta yang terungkap di Pengadilan 

Tinggi Jayapura, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya 

tersebut dalam kondisi mabuk atau dalam pengaruh minuman keras 

yang diminum sebelumnya. Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu 

syahwatnya utuk menyetubuhi korban, karena penolakan dan 

perlawanan yang dilakukan korban Terdakwa menjadi sangat marah  

dan langsung membekap mulut korban. Setelah itu Terdakwa menikam 

korban hingga meninggal dengan sebilah pisau yang sebelumnya 

sudah dibawa oleh Terdakwa yang diselipkan pada pinggangnya.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi menilai 

bahwa terdakwa tidak ada rencana lebih dahulu untuk membunuh 

korban. Saat melakukan perbuatannya Terdakwa dalam kondisi batin 

yang tidak tenang karena pengaruh minuman keras dan dalam kondisi 

sangat marah kepada korban karena tidak dapat melampiaskan nafsu 

syahwatnya untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. 

Terdakwa juga mendapat penolakan dan perlawanan yang semakin 

membuat amarahnya semakin menggebu-gebu. Sehingga dalam hal ini 

putusan Pengadilan Negeri Serui tidak dapat dipertahankan dan harus 

dibatalkan dengan berdasarkan Pasal 241 KUHAP Pengadilan Tinggi 

mengadili sendiri dalam perkara ini. Dalam memutusakan perkara ini, 
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terlebih dahulu membuktikan fakta-fakta yang dapat dinyatakan bahwa 

Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah 

didakwakan kepadanya. Terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa 

dengan bentuk dakwaan alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 340 

KUHP atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHP atau yang Ketiga 

melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Undang. 

Dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau 

perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu 

dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan dan 

konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan 

mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, 

namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling 

mendekati sebagaimana terungkap dipersidangan. Dilihat dari fakta 

yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang 

paling mendekati dengan peristiwa yang terjadi adalah dakwaan 

alternatif kedua melanggar Pasal 338 KUHP yang telah memenuhi 

unsur-unsurnya yaitu barang siapa; dengan sengaja; dan 

menghilangkan nyawa orang lain. Berikut uraian unsur-unsur dalam 
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Pasal 338 KUHP yang dijelaskan dalam putusan No. 10/PID/2020/PT 

JAP:
76

 

1) Unsur Barang Siapa  

Dilihat dari surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, 

keterangan Terdakwa dan pembenaran Terdakwa terhadap 

identitasnya pada sidang pertama yang tertuang dalam Berita Acara 

sidang dalam perkara ini, maka benar yang diadili dalam 

persidangan adalah Terdakwa Yusuf Godlief Marshall Mauri Alias 

Ucu. Maka menurut Majelis unsur “barang siapa” telah terbukti 

dalam perkara ini. 

2) Unsur Dengan Sengaja  

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, perbuatan 

Terdakwa menurut Majelis merupakan pelaksanaan kehendaknya 

(de will) serta Terdakwa mengerti (weten) bahwa dari 

perbuatannya tersebut Terdakwa mengharapkan dan 

membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut dapat 

membahayakan hingga membuat korban meninggal. 

3) Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain 

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan bahwa 

perbuatan Terdakwa dengan membungkam mulut korban dan 

menikam dengan pisau kearah tubuh korban hingga meninggal 

dunia, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur menghilangkan 
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nyawa orang lain terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum.  

Sehingga dalam hal ini, perbuatan Terdakwa terbukti 

memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang 

didakwakan kepadanya. Kenyataan yang diperoleh dalam 

persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat 

melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa 

berupa alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Maka dalam hal ini, 

Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah 

dilakukan karena Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap bisa 

dan mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah 

terbukti dilakukan.  

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan agar 

pidana yang diberikan memenuhi rasa keadilan.
77

  

1)  Hal-hal yang memberatkan terdakwa : 

a) Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat meresahkan 

masyarakat; 

b) Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sangat kejam dan sadis 

serta tidak berperikemanusiaan; 

c) Perbuatan Terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai 

anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa; 
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d) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang sangat 

mendalam terhadap kedua orang tua dan keluarga besar 

korban; 

e) Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. 

2) Hal-hal yang meringankan terdakwa : 

Tidak ada hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.  

Maka dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Jayapura menyataka 

bahwa Terdakwa Yusuf Godlief Marshall Mauri Alias Ucu terbukti 

secara sah bersalah melakukan tindakan pembunuhan dengan 

melanggar Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara 

selama 15 tahun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan bukti-

bukti yang ada.  

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting 

dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim 

yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung 

kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi 

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini 

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.
78

 Apabila 

dipertimbangan kembali perkara No. 10/PID/2020/PT JAP, yang 

menjadi korban disini adalah seorang anak dibawah umur. Selain 

mengutamakan keadilan, dalam memutus perkara hakim juga perlu 

memperhatikan kejadian atau peristiwa kongkret yang terjadi. Pada 
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perkara ini, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) jo 

Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi 

Undang-Undang seperti yang di dakwakan oleh Penuntut Umum 

pada alternatif ketiga.  

Berdasarkan Surat Baptis dari Gereja Kristen Injil di Irian 

Jaya, menerangkan bahwa korban merupakan anak dibawah umur 

berusia 14 tahun. Dalam aturan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa : 

a) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 

76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 

72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

b) Anak yang dimaksud pada Ayat (1) luka berat, maka 

pelaku dipidana dengan penjara 5 tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

c)  Dalam hal Anak yang dimaksud pada ayat (2) mati, 

maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 

d) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan yang 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila 

yang melakukan penganiayaan tersebut Orangtuanya.  

 

Kitab Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

memiliki rumusan isi mengenai perbarengan Tindak Pidana dalam 

Bab VI Pasal 63-71 KUHP. Perbarengan tindak pidana biasanya 

dikenal dengan istilah concursus dimana seorang melakukan tindak 
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pidana lebih dari satu kali, dan perbuatan tidak terpuji tersebut 

belum pernah diputus atau mendapatkan ketetapan sanksi dari 

hakim. Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Tinggi belum 

menerapkan asas lex specialis derogat lex generalis artinya asas 

penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat 

khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat 

umum (lex generalis). Dasar hukum dari asas tersebut adalah Pasal 

63 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang 

menjelaskan: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan 

pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, 

maka hanya yang khusus yang diterapkan”.  

Dalam hal ini hakim memutuskan suatu perkara harus 

mengutamakan keadilan bagi pihak korban seperti keluarga korban. 

Sebab pembunuhan yang disertai mutilasi tergolong dalam 

pembunuhan yang sadis, yang tentunya membuat luka yang sangat 

mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Perlu adanya sanksi tegas 

serta aturan hukum yang jelas bagi pelaku pembunuhan yang disertai 

mutilasi agar menciptakan rasa aman kepada masyarakat dan 

mencegah seseorang melakukan tindakan yang serupa.  

  



73 
 

 

2. Analisis Yuridis terhadap Pemberian Sanksi Pidana Pelaku 

Pembunuhan Yang Disertai Mutilasi berdasarkan Putusan 

No.10/PID/2020/PT JAP 

a. Analisis Sanksi Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Disertai 

Mutilasi dalam Putusan No.10/PID/2020/PT JAP menurut 

Hukum Pidana Positif  

Kejahatan mutilasi memang sudah tidak asing lagi dikalangan 

masyarakat Indonesia dan bahkan sering terjadi. Pembunuhan yang 

disertai mutilasi merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai 

kejahatan yang sadis (rare crime), karena objek dari kejahatan 

tersebut adalah manusia yang dalam kondisi hidup atau meninggal 

dengan keadaan tubuh terpisah atau terpotong-potong antara organ 

tubuh satu dengan yang lainnya menjadi beberapa bagian.
79

 Hal ini 

dapat memicu rasa was-was dalam masyarakat dan sangat meresahkan 

karena pelaku dengan sengaja menghilangkan bukti dan menyulitkan 

dalam mengidentifikasi korban karena tubuh korban yang terpotong-

potong menjadi beberapa bagian.  

Dalam putusan perkara Nomor 10/PID/2020/PT JAP, Hakim 

menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara benar sesuai fakta 

hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga perbuatan 

Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP 

dengan pidana penjara 15 tahun. Pemberian sanksi kepada pelaku 
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pembunuhan yang disertai mutilasi harus sesuai dengan tindakan yang 

dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku. 

Dalam mengadili dan memutus perkara nomor 

10/PID/2020/PT JAP, tindakan yang dilakukan Hakim sudah sesuai 

dengan teori dasar pertimbangan hakim yang dijelaskan pada bahasan 

kajian teori. Sebelum diputuskan sanksi pidana kepada pelaku, Hakim 

lebih dahulu mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis 

dan non-yuridis. Pada pertimbangan yuridis hakim mempertimbangan 

dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidang, yang diantaranya 

dakwaan dari jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan 

terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal dalam KUHP. Pelaku 

melakukan beberapa tindak pidana seperti mengkonsumsi minuman 

keras yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, pelecehan seksual 

terhadap korban yang masih dibawah umur, dan tindakan 

pembunuhan yang disertai mutilasi.  

Selain itu dalam pertimbangan non-yuridis, Hakim melihat 

bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatan yang telah dilakukan. 

Terdakwa tidak hanya sekedar melakukan pembunuhan biasa, tetapi 

setelah membunuh Terdakwa mencabuli korban dan melakukan 

tindakan mutilasi yakni memotong-motong tubuh korban menjadi 

beberapa bagian. Kondisi yang terus berkembang ini merupakan suatu 

kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa kejahatan seperti mutilasi 
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adalah suatu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia di 

dalam proses interaksi sosial.  

Pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi mempunya tujuan 

untuk menghilangkan relasi pelaku dengan korban, sehingga identitas 

korban tidak dapat dikenali. Tindak pidana mutilasi ini selain 

menyebabkan ketakutan dalam masyarakat juga menyebabkan 

penderitaan secara psikologis. Dikarenakan pelaku dalam perkara ini 

telah meninggal, maka penderitaan dan trauma yang dialami kelaurga 

sangat mendalam serta kekhawatiran oleh masyarakat sekitar terhadap 

tindak pidana mutilasi yang terjadi ini.  

Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan 

yang disertai mutilasi pada putusan nomor 10/PID/2020/PT JAP juga 

harus mengutamakan keadilan bagi korban dan keluarganya. Karena 

dalam kasus pembunuhan yang disertai mutilasi, keadaan korban 

ditemukan dalam kondisi yang sudang terpisah dengan badan. Sebab 

pelaku melakukan hal tersebut untuk menghilangkan bukti dan agar 

korban tidak mudah di identifikasi. Hal ini justru memberikan luka 

yang sangat mendalam bagi keluarga korban. Perkara putusan nomor 

10/PID/2020/PT JAP  yang di identifikasi oleh dokter forensik bahwa 

korban merupakan seorang anak perempuan yang masih berumur 14 

tahun. Anak merupakan harapan bagi kedua orang tuanya terlebih 

anak perempuan yang pasti sangat dijaga kehormatannya oleh kedua 

orang tuanya.  
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Berdasarkan teori keadilan, tatanan hukum yang adil atau 

tidaknya sudah cukup jelas dilihat dari beberapa kasus tentang 

keserupaan dan perbedaan yang relevan bagi kritis atas tatanan hukum 

tersebut.
80

 Hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya 

keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi 

setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang 

memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan.
81

 

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura nomor 

10/PID/2020/PT JAP  memberikan sanksi pidana pelaku pembunuhan 

yang disertai mutilasi dengan pidana penjara 15 tahun karena 

Terdakwa terbukti secara sah dan dalam persidangan tindakan yang 

dilakukan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP. Pada 

putusan ini kejahatan mutilasi disamakan begitu saja dengan 

pembunuhan biasa, dimana kejahatan mutilasi disini dijadikan satu 

dengan kategori tren kejahatan pembunuhan. Apabila dicermati dari 

beberapa kasus, kejahatan mutilasi berbeda dengan pembunuhan 

biasa. Pembunuhan biasa hanya sebatas menghilangkan nyawa 

korban, sedangkan pembunuhan mutilasi ada tindakan lanjutan dengan 

memotong bagian tubuh korban. Pada kenyataannya, pembunuhan 

mutilasi jauh berbeda dan lebih sadis daripada pembunuhan biasa. 

Tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi dilakukan 

setelah kejahatan pembunuhan, dengan demikian pembunuhan yang 
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disertai mutilasi harus diberikan sanksi yang terberat agar setimpal 

dengan apa yang telah diperbuat. Para pelaku pembunuhan yang 

disertai mutilasi melakukan tindakannya tersebut dengan maksud 

untuk mengelabui petugas, menyamarkan identitas korban agar sulit 

untuk diidentifikasi serta menghilangkan jejak pembunuhan. 

Biasanya, pelaku dengan sengaja memotong-motong bagian tubuh 

korban menjadi beberapa bagian kemudian membuang secara terpisah. 

Fakta di persidangan juga menyebutkan bahwa Terdakwa 

dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras. Selain itu, 

Terdakwa juga mencabuli korban yang masih dibawah umur dalam 

kondisi korban yang sudah tidak berdaya akibat ditikam oleh 

Terdakwa. Apabila aturan yang digunakan menggunakan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam hal ini perbuatan 

Terdakwa juga melanggar Pasal 290 KUHP tentang seseorang yang 

melakukan perbuatan pencabulan kepada orang yang sudah tidak 

berdaya dan orang yang dicabuli masih belum berusia lima belas 

tahun atau masih dibawah umur dapat dincam pidana penjara paling 

lama 7 tahun. Hakim sebagai ketua dalam persidangan atau orang 

yang memutus dan mengadili perkara, seharusnya lebih teliti dalam 

memperhatikan fakta yang terjadi dan yang telah diungkap dalam 

persidangan dengan menghubungkannya dengan aturan undang-

undang yang telah berlaku terkait tindak pidana yang dilakukan oleh 

Terdakwa. 
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Apabila dianalisis lebih dalam lagi, pada perkara ini yang 

menjadi korban adalah anak dibawah umur, maka aturan yang 

digunakan seharusnya menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak. Seperti yang telah di dakwakan 

kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum alternatif ketiga, 

bahwa pelaku diancam dengan hukuman yang diatur dalam Pasal 80 

ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Undang.  

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan 

Terdakwa telah melanggar Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan 

pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 

3.000.000.000,00. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang 

yang melakukan atau menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak 

hingga menyebabkan kematian maka diancam pidana 15 tahun 

penjara. Fakta yang terjadi memang menunjukkan bahwa Terdakwa 

melakukan tindak kekerasan kepada korban dengan membekap mulut 

korban lalu menikam korban hingga meninggal.  

Sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban, Terdakwa 

lebih dahulu mengajak korban untuk melakukan hubungan seksual. 
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Namun, karena korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa 

sehingga korban akhirnya ditikam hingga meninggal sebelum 

akhirnya di mutilasi. Penulis menganalisis bahwa tindakan yang 

dilakukan Terdakwa melanggar aturan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D 

Undang-Undang Republik Indonesoa Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan 

pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan 

denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Undang-undang perlindungan anak memang memberikan sanksi tegas 

kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kepada anak. 

Dalam hal ini hakim seharusnya lebih jeli dan teliti dalam 

mengidentifikasi, menganalisis kasus dengan melihat aturan hukum 

dan fakta yang terjadi.  

Fakta di persidangan sudah jelas menyebutkan bahwa 

Terdakwa selain melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai 

mutilasi juga melakukan tindak pidana pencabulan kepada korban. 

Hal tersebut seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim dalam 

memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa. Bagi penulis, sanksi 

yang diberikan kepada Terdakwa belum sesuai dengan tindakan yang 

sudah dilakukan. Kurangnya rasa keadilan bagi keluarga korban yang 

melihat jasad orang yang mereka sayangi terpotong-potong menjadi 
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beberapa bagian. Terlebih korban merupakan seorang anak perempuan 

yang masih dibawah umur. Hakim perlu memberikan sanksi tegas 

terhadap Terdakwa agar sesuai dengan tindakan keji yang telah 

dilakukan terhadap korban. Selain perbuatan yang sadis, keji, dan tida 

berperikemanusiaan, perbuatan Terdakwa pasti menimbulkan 

kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga korban. Dari 

perbuatan tersebut, seharusnya dapat menjadi pertimbangan hakim 

untuk memberatkan hukuman bagi Terdakwa.  

Pada kenyataannya pembunuhan yang disertai mutilasi jauh 

lebih kejam dari pembunuhan biasa pada umumnya hanya 

menghilangkan nyawa saja. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan 

hukum di Indonesia yang belum memiliki aturan khusus yang 

mengatur tentang pembunuhan mutilasi itu sendiri. Sehingga 

pembunuhan yang disertai mutilasi pada umumnya masih 

menggunakan aturan Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP. Hal ini 

yang menyebabkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku 

pembunuhan yang disertai mutilasi berbeda-beda. Sanksi yang 

diberikan kepada pelaku pembunuhan mutilasi tergantung kepada 

putusan hukum hakim dan praktisi hukum dalam menganalisis serta 

mengkaji kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia. Adanya putusan 

hakim dalam pemberian sanksi atau hukuman bagi pelaku untuk 

menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. 
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Pentingnya aturan hukum berupa undang-undang terhadap 

sanksi pidana pembunuhan mutilasi menjadi suatu hal yang perlu 

diperhatikan oleh para legislator untuk menciptakan rasa kepastian 

hukum dalam masyarakat. Perlindungan hukum bagi masyarakat 

sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok atau perorangan 

dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Dalam 

penanganan perkara pidana terlebih kasus pembunuhan mutilasi, 

kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus. 

Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana 

hendaknya dilakukan atas dasar keadilan dan hormat atas martabat 

korban (compassion and respect for their dignity).  

b. Analisis Sanksi Pidana Pelaku Pembunuhan Yang Disertai 

Mutilasi berdasarkan Putusan No.10/PID/2020/PT JAP menurut 

Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) 

Hukuman atau sanksi merupakan cara agar seseorang yang 

melakukan pelanggaran berhenti dan tidak mengulanginya. Selain itu, 

adanya sanksi juga menjadi suatu pelajaran kepada orang lain untuk 

tidak mencoba melakukan pelanggaran. Setiap peradaban dan agama 

pasti memiliki bentuk aturan hukum dan sanksi tersendiri dan berjalan 

sesuai dengan apa yang telah digariskan. 

Allah SWT sangat peduli terhadap kelangsungan hidup 

hamba-Nya, sehingga membunuh satu jiwa diibaratkan membunuh 

keseluruhan manusia. Dan sebaliknya, memelihara satu jiwa 
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diibaratkan dengan memelihara keseluruhan jiwa manusia. Seperti 

firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 32: 

                       

                      

                          

              

QS Al-Maidah ayat 32 menjelaskan apabila seorang pembunuh atau 

perusak ketertiban umum dan keamanan, disamakan perbuatannya 

dengan membunuh semua manusia, karena semua orang tidak merasa 

aman dan tidak terjamin hak hidupnya. Dan sebaliknya, apabila 

seseorang menjaga kehidupan orang lain, maka seluruh masyarakat 

merasa aman dan terjamin hak hidupnya serta terbebas dari rasa takut 

juga kecemasan.  

Pembunuhan mutilasi memang tidak diatur secara mendetail 

dalam fiqih jinayah, namun hal ini bisa dikaitka dengan berbagai hal. 

Pembunuhan dalam fiqih jinayah dibedakan berdasarkan niat 

pelakunya, cara mengerjakannya, korban perbuatan dan tabiatnya 

yang khusus. Apabila dilihat dari sudut niat pelaku tindak pidana, 

dibagi menjadi dua yaitu sengaja dan tidak sengaja. Pembunuhan 

mutilasi dalam hal ini termasuk kedalam pembunuhan yang disengaja. 

Untuk itu mutilasi memiliki beberapa kriteria menurut fiqih jinayah, 

antara lain : 
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1) Adanya niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. 

Niat merupakan unsur fundamental dalam kasus pembunuhan. 

2) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan 

kematian korban. 

3) Adanya unsur menganiaya mayat korban. 

4) Alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh baik 

senjata tajam atau yang lainnya.  

5) Terpisahnya anggota tubuh korban menjadi beberapa bagian 

dengan cara memotong-motong tubuh korban. 

Walaupun tidak ada penjelasan lebih rinci yang mengatur 

pembunuhan mutilasi, tetapi Allah SWT berfirman dalam Surah Al-

Maidah ayat 45 : 

                       

                   

                    

             

Dalam surah Al-Maidah ayat 45 ini, makna qishas semakin 

diperjelas yaitu terkait pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku. Dengan membalas mata harus dibayar dengan 

mata, nyawa dibalas dengan nyawa, hidung dibalas hidung, telinga 

dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka dibalas 

dengan luka. Dengan adanya hukuman qishas yang diperjelas dalam 
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surah Al-Maidah ayat 45 ini, agar menjadi pedoman bagi seorang 

muslim agar menjauhi perilaku kejahatan yang dilarang oleh Allah 

SWT. 

Dalam hukum pidana Islam, tindakan menghilangkan nyawa 

orang lain diberi hukuman qishas, jadi apabila perbuatan tersebut 

menghilangkan nyawa orang lain maka sanksinya hukuman mati. 

Qishas adalah salah satu bentuk dari berbagai macam aturan yang 

diperintahkan oleh Allah dan harus dilaksanakan oleh umat Islam. 

Hukuman qishas merupakan suatu hukuman yang memberi 

keseimbangan antara perbuatan dan pembelaan, sehingga dapat 

menjamin keselamatan jiwa dan kesempurnaan badan manusia. Hal 

ini menunjukkan bahwa, qishas memiliki sifat keadilan dan 

kesempurnaan karena memberi kesetaraan kepada pelaku. Kesetaraan 

yang dimaksud adalah apabila sesseorang membunuh maka ia juga 

akan dibunuh, apabila melukai maka ia juga akan dilukai.  

Setiap insan berhak untuk hidup dan tidak diperbolehkan 

secara hukum diganggu hak hidupnya dengan cara apapun.
82

 Sanksi 

pidana yang diberikan dalam putusan perkara pidana di Pengadilan 

Tinggi Jayapura nomor 10/PID/2020/PT JAP apabila di analisis 

berdasarkan hukum pidana Islam pelaku akan sanksi hukuman qishas. 

Karena dalam hukum pidana islam pembunuhan mutilasi merupakan 
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tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain, sehingga balasannya 

perlu dibalas nyawa dengan nyawa.   

Dalam perkara pidana nomor 10/PID/2020/PT JAP, juga 

diperlukan analisis dari prinsip-prinsip hukum Islam sebagai 

penambahan dalam teori hukum positif. Prinsip-prinsip hukum Islam 

yang perlu diterapkan dalam perkara pidana ini adalah prinsip 

keadilan. Dalam prinsip ini, Allah SWT memerintahkan kepada para 

hamba-Nya untuk berbuat adil. Perintah tersebut tertuang dalam 

firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 8. 

Sehingga hakim perlu menerapkan prinsip keadilan dalam 

menetapkan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan mutilasi.  

Selain prinsip keadilan, prinsip hukum Islam yang perlu 

diangkat adalah prinsip toleransi. Pada prinsip toleransi yang 

dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak 

terlanggarnya hak-hak manusia. Toleransi atau Tasamuh dalam 

hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan 

damai, yang dimaksudkan adalah tidak memaksakan atau tidak 

merugikan sesama. Dalam lingkup toleransi tidak hanya tentang 

persoalan ibadah saja, tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum 

Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan 

lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini, prinsip toleransi juga perlu 

diterapkan dalam penjatuhan sanksi pidana jika ditinjau menurut 

hukum pidana Islam. Karena korban juga memiliki hak asasi manusia 
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yang dilindungi oleh negara dan tidak ada seorangpun yang bisa 

mengambilnya. Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh 

Terdakwa dengan membunuh serta memutilasi korban sudah termasuk 

melanggar dan mengambil hak hidup korban. 

Pembunuhan mutilasi juga dianggap sebagai pembunuhan 

sengaja (al-qathlu ‘amdan), karena pelaku memiliki niat untuk 

membunuh korban dan menghendaki kematian korban. Pembunuhan 

yang disertai mutilasi memang tidak diatur secara jelas dalam hukum 

pidana islam, namun sudah dijelaskan dalam firman Allah pada 

beberapa ayat Al-Quran mengenai pembunuhan dengan sanksi pidana 

qishas untuk tindak pidana yang disertai mutilasi.  

C. Pembahasan Temuan Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 

10/PID/2020/PT JAP 

Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan 

pada warga negaranya. Kehadiran hukum dalam ruang sosial berlangsung 

terus menerus. Rancang bangun hukum nasional yang berporos pada politik 

kodifikasi dan univikasi telah berhasil menerapkan bangunan hukum yang 

bercirikan modern.
83

 Apabila negera memiliki kewajiban untuk melindungi 

seluruh warga negaranya dalam keadaan biasa, sudah sewajarnya negara 

memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin 

mengalami penderitaan secara ekonomis, fisik, maupun secara psikis.
84
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Penegakan hukum pidana Indonesia sebenarnya telah diatur secara 

normatif yuridis, dengan suatu kepastian, tanpa adanya penyimpangan 

kekuasaan dari para penegak hukum. Berbicara mengenai hukum acara pidana 

selalu berkaitan dengan sistem peradilan pidana serta sistem hukum yang 

berlaku dalam suatu negara. Hal ini merupakan suatu kewajaran, sebab sistem 

peradilan pidana adalah sebagai suatu sub sistem dari sistem hukum nasional 

secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara.
85

 Secara sederhana, sistem 

peradilan pidana merupakan proses yang dilakukan oleh negara terhadap 

orang-orang yang melakukan suatu pelanggaran hukum pidana. Prosesnya 

dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Sistem peradilan 

pidana tidak hanya mencakup satu institusi saja, tetapi berkaitan erat dengan 

beberapa institusi negara.  

Dalam pandangan kenegaraan ataupun kemasyarakatan, hakim 

senantiasa ditempatkan dalam posisi sentral dalam penegakan hukum. Tugas 

hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang 

dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai 

hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam 

suatu perkara. Sehingga untuk dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan 

secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu 

mandiri dan bebas dari segala pengaruh pihak manapun, terutama dalam 

mengambil suatu putusan.
86
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Dalam perkara pada putusan Pengadilan Tinggi Jayapura nomor 

10/PID/2020/PT JAP, hakim mengadili dan memberikan sanksi pidana 

terhadap pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi. Kejahatan mutilasi 

merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai tindak kejahatan yang sadis 

(rare crime) karena objek kejahatan ini adalah manusia yang dalam kondisi 

hidup atau yang telah meninggal dengan keadaan tubuh terpisah atau 

terpotong-potong antara organ tubuh satu dengan yang lainnya menjadi 

beberapa bagian.  

Sanksi yang diberikan oleh Hakim kepada Terdakwa dalam kasus 

pembunuhan yang disertai mutilasi di Pengadilan Tinggi Jayapura nomor 

10/PID/2020/PT JAP yakni tindakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 338 

KUHP dengan pidana penjara selama 15 tahun. Dalam fakta dipersidangan, 

tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terbukti secara sah melakukan 

pembunuhan dan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 338 

KUHP.  Apabila melihat kategori pembunuhan yang telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang sudah dijelaskan dalam 

kajian teori, tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara rinci tentang 

tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi. Seperti pada kasus 

pembunuhan yang disertai mutilasi dalam putusan nomor 10/PID/2020/PT 

JAP, Terdakwa dijerat dengan Pasal 338 KUHP yang termasuk pasal 

pembunuhan biasa.  

Pasal 338 KUHP yang menjadi dasar menjatuhkan hukuman bagi 

Terdakwa, sebenarnya tidak menjelaskan secara eksplisit terkait tindak pidana 
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pembunuhan yang disertai mutilasi. Pembunuhan yang disertai mutilasi 

disamakan begitu saja dengan pembunuhan biasa, yang mana pembunuhan 

yang disertai mutilasi dijadikan sebagai suatu kategori tren tindak pidana 

pembunuhan. Apabila dicermati dari kasus yang terjadi, pembunuhan yang 

disertai mutilasi berbeda dengan pembunuhan biasa. Pada Pasal 338 KUHP ini 

sebenarnya mengatur terkait pembunuhan biasa, dimana pembunuhan tersebut 

dilakukan saat pelaku berniat untuk membunuh kemudian niat tersebut 

langsung dieksekusi. Maksud dari pembunuhan biasa (doodslag), dimana 

terdapat suatu tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang, yang mana 

kematian tersebut dilakukan dengan niat disengaja atau dengan maksud 

tertentu dari pelaku. Pada perkara nomor 10/PID/2020/PT JAP, Terdakwa 

melakukan pembunuhan kepada korban karena emosi atas penolakan korban 

untuk melakukan hubungan seksual.   

Dalam kasus pembunuhan mutilasi pada perkara nomor 

10/PID/2020/PT JAP, Terdakwa dihukum dengan aturan Pasal 338 KUHP 

yang dalam aturan tersebut pembunuhan yang dilakukan hanya 

menghilangkan nyawa korban. Sedangkan pembunuhan yang disertai mutilasi 

merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain, kemudian dilanjutkan 

dengan tindakan memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Maka 

perlu untuk digaris bawahi dan merupakan poin penting yang ingin penulis 

sampaikan, bahwa sanksi pidana pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi 

dengan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pembunuhan biasa atau 

tanpa melakukan tindakan mutilasi harus dibedakan. Tindak pidana 
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pembunuhan yang disertai mutilasi haruslah dijatuhi hukuman yang lebih 

berat karena menimbulkan luka yang sangat mendalam dan trauma bagi 

keluarga korban. 

Mutilasi dapat dikatakan sebagai perkembangan dari kejahatan 

pembunuhan, sebab yang dilakukan pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa 

tapi ada tindakan berlanjut (voortgezette handeling) yakni dengan memotong 

tubuh korban. Dalam Pasal 64 KUHP ayat (1) telah diatur tentang tindakan 

berlanjut yang isi pasalnya “Apabila beberapa perilaku terdapat hubungan 

yang sama, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu 

tindakan yang berlanjut, walaupun perilaku tersebut masing-masing 

merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka hanya diberlakukan satu 

ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang 

diberlakukan hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat 

perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai 

ancaman hukuman pokok yang berat”. 

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut seharusnya kasus 

pembunuhan yang disertai mutilasi diberikan hukuman pokok atau sanksi 

berat karena tindakan kejahatan yang dilakukan sangat keji, kejam dan sadis. 

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 136 (Pasal 115) tentang naskah 

rancangan KUHP baru, salah satu hal-hal yang memperberat hukuman yaitu 

setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, 

dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana.
87
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Terjadinya tindakan mutilasi sesungguhnya dilakukan dengan jarak 

waktu yang tidak lama, dimana setelah korban dibunuh kemudian ada 

tindakan yang berlanjut yaitu mutilasi atau memotong-motong tubuh korban. 

Seperti pada putusan perkara nomor 10/PID/2020/PT JAP bahwa setelah 

Terdakwa menikam korban hingga meninggal, Terdakwa pulang kerumahnya 

dengan mengambil parang untuk memotong tubuh korban. Alasan Terdakwa 

melakukan hal tersebut karena takut tindakannya tersebut ketahuan, maka 

Terdakwa melakukan tindakan mutilasi lalu memasukkan potongan tubuh 

korban ke dalam kresek dan dibuang ke beberapa tempat yang berbeda.  

Aturan hukum bagi tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi 

memang belum diatur secara jelas di Indonesia termasuk di dalam KUHP 

belum ada aturan khususnya. Kekosongan hukum inilah yang menimbulkan 

perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana pelaku pembunuhan mutilasi. 

Akan tetapi bukan berarti pelaku kejahatan mutilasi bisa bebas begitu saja. 

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak kejahatan juga semakin 

berkembang pula termasuk pembunuhan yang disertai mutilasi tersebut. 

Mutilasi tidak hanya ditemukan dalam suatu kebudayaan atau tradisi suku-

suku tertentu, akan tetapi mutilasi sebagai bentuk operandi kejahatan.  

Di Indonesia Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP masih dijadikan dasar 

untuk menjerat pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi. Seperti pada 

putusan perkara nomor 10/PID/2020/PT JAP, Terdakwa dijerat dengan Pasal 

338 KUHP dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Sebelumnya sudah 

dijelaskan, bahwa pembunuhan biasa berbeda konsep dengan pembunuhan 
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yang disertai mutilasi. Apabila pembunuhan saja hanya menghilangkan nyawa 

dengan tubuh korban masih utuh. Namun apabila pembunuhan yang disertai 

mutilasi setelah Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menikam 

menggunakan pisau, kemudian Terdakwa mengambil sebuah parang dari 

rumahnya untuk memorong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. 

Maksud dari Terdakwa melakukan hal itu karena takut perbuatannya diketahui 

dan menyulitkan untuk menemukan tubuh korban agar tidak mudah 

diidentifikasi. 

Menurut pandangan penulis, sanksi yang diberikan kepada pelaku 

pembunuhan mutilasi tidak sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan. 

Seharusnya hakim bisa mempertimbangkan berdasarkan peristiwa kongkret 

yang terjadi dengan aturan undang-undang yang berlaku dengan berpedoman 

dengan KUHP dan undang-undang yang relevan sebagai pedoman untuk 

menyelesaikan masalah pidana. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat 

pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi belum menunjukkan sisi keadilan, 

khususnya dalam hal ini adalah keluarga korban. Mengingat korban bahwa 

anak yang masih dibawah umur, dan merupakan harapan besar bagi orang 

tuanya. Keluarga korban mutilasi tidak dapat melihat tubuh korban dalam 

keadaan utuh, karena telah dipotong-potong. Tentunya hal tersebut menjadi 

luka yang mendalam bagi kedua orang tua korban dan keluarganya.  

Diperlukan aturan hukum yang tegas khusus mengatur pembunuhan 

yang disertai mutilasi. Pemerintah perlu mengeluarkan produk hukum berupa 

peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pembunuhan yang 
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disertai mutilasi agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi 

masyarakat khususnya bagi keluarga korban. Pembentukan aturan mengenai 

tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi sejalan dengan Deklarasi 

Universal Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 yang menyatakan 

bahwa “Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan, dan 

keselamatan seseorang”. Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia 

(DUHAM) merupakan pernyataan dunia tentang perlindungan atas hak asasi 

manusia. Artinya semua manusia memiliki hak asasi yang mutlak dan tidak 

seorangpun bisa mengganggu hak tersebut.  

Sehingga sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang 

disertai mutilasi harus lebih berat daripada pelaku pembunuhan biasa yang 

diatur dalam Pasal 338 KUHP. Semakin berkembangnya teknologi, maka 

tidak bisa dipungkiri apabila pembunuhan mutilasi ini juga akan semakin 

bertambah setiap tahunnya apabila tidak ada sanksi tegas yang mengaturnya. 

Pembentukan undang-undang tindak pidana pembunuhan mutilasi menjadi 

urgensi saat ini untuk menanggulangi kasus pembunuhan mutilasi juga 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta menciptakan rasa 

aman di lingkungan masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim di Pengadilan Tinggi Jayapura dalam 

memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 10/PID/2020/PT JAP 

terhadap Terdakwa Yusuf Godlief Marshall Mauri Alias Ucu, menjerat 

pelaku dengan Pasal 338 KUHP dan hukuman 15 tahun penjara atas 

dakwaan alternatif kedua yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Karena melihat kondisi Terdakwa saat melakukan pembunuhan yang 

dalam pengaruh minuman keras dan sangat marah kepada korban, maka 

dalam tingkat banding Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura membatalkan 

putusan Hakim Pengadilan Negeri Serui yang menjerat pelaku dengan 

pasal 340 KUHP dan hukuman penjara seumur hidup. Hakim Pengadilan 

Tinggi Jayapura menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa 

tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 340 KUHP. Dalam 

memutus perkara ini, hakim belum sepenuhnya memperhatikan peristiwa 

kongkret yang terjadi. Korban dalam perkara ini adalah anak yang masih 

dibawah umur. Hakim belum menerapkan asas lex specialis derogas lex 

generalis, yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang 

sifatnya khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.  

2. Bahwa dalam analisis yuridis yang penulis lakukan berdasarkan putusan 

Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/PID/2020/PT JAP, pembunuhan 

yang disertai mutilasi disamakan dengan pembunuhan biasa. Terdakwa 

dijerat dengan menggunakan Pasal 338 KUHP. Pembunuhan yang disertai 
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mutilasi dan pembunuhan biasa jelas merupakan dua hal yang berbeda, 

maka dari segi hukuman atau sanksi yang diberikan harus dibedakan juga. 

Seharusnya tindak pidana mutilasi mendapat pengaturan khusus yang 

pelaksanaannya harus dituangkan dalam produk hukum yang berupa 

Undang-Undang. Pembentukan aturan mengenai tindak pidana 

pembunuhan yang disertai mutilasi sejalan dengan Pasal 3 Deklarasi 

Umum Tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa 

“setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan, dan 

keselamatan seseorang”. Dalam hukum pidana Islam pembunuhan yang 

disertai mutilasi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah 

SWT dan akan diberikan sanksi berupa hukuman qishas yang merujuk 

pada Al-Quran Q.S Al-Baqarah ayat 178-179. Perlu adanya sanksi tegas 

yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi. 

B. Saran 

1. Dalam memutuskan dan mengadili perkara di dalam persidangan, seorang 

hakim harus memperhatikan beberapa aspek dan etika profesi hakim yang 

harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya tanpa adanya unsur yang 

dapat menguntungkan salah satu pihak.  

2. Hakim tidak boleh tergesa-gesa karena dalam membuat putusan harus 

berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan serta diambil 

berdasarkan sidang permusyawaratan hakim. Selain itu Hakim juga harus 

lebih objektif dalam mengadili perkara dengan melihat dengan teliti dan 
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mempertimbangkan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan 

serta dihubungakan dengan aturan undang-undang yang ada.  

3. Pengadilan semestinya juga harus memberikan kepastian hukum kepada 

para korban untuk mendapatkan hak-haknya yang telah direnggut oleh 

pelaku. Maka nilai-nilai keadilan harus lebih ditegakkan baik itu kepada 

korban dan Terdakwa. 

4. Pentingnya aturan hukum atau pasal yang mengatur secara tegas tentang 

sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang 

sadis seperti mutilasi. Sehingga dalam hal ini, legislator sebagai pembuat 

undang-undang perlu memperhatikan dan merumuskan pasal tentang 

sanksi pidana pembunuhan yang disertai mutilasi untuk mengisi 

kekosongan hukum atau menyempurnakan aturan hukum demi 

menciptakan kedamaian dalam masyarakat.  
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3.1. Sejak tanggal   30 Juli sampai dengan tanggal  28 Agustus 2019;

2018;

3.2. Perpanjangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Serui,  sejak  tanggal  29

Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

3.3. Perpanjangan  penahanan  pertama  Ketua  Pengadilan  Tinggi

Jayapura ,sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26

November 2019;
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3.4. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

,sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember

2019;

4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

4.1. Sejak  tanggal  17  Desember  2019  sampai  dengan  tanggal  15

Januari 2020;

4.2. Perpanjangan penahanan  Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak

tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memeriksa:

1. Surat  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Jayapura  Nomor  10/PID/

2020/PT JAP tanggal  14 Januari  2020  tentang Penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat  Penunjukan  Panitera  Pengadilan  Tinggi  Jayapura Nomor

10/PID/2020/PT JAP., tanggal 14 Januari 2020, tentang Penunjukan Panitera

Pengganti  untuk  membantu  dan  mendampingi  Majelis  Hakim dalam

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

3. Surat  Penetapan  Ketua  Majelis  Hakim  Nomor  10/PID/2020/PT  JAP

tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas  perkara  dan  surat-surat  lain  yang  bersangkutan  serta  turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Serui  Nomor 50/Pid/2020/PN Sru. Tanggal

10 Desember 2019  dalam perkara terdakwa YUSUF GODLIEF MARSHALL

MAURI Alius UCU

Terdakwa  didampingi oleh penasihat hukum, yaitu  MINA NUMBERI ,S.H.,

Penasehat  Hukum  pada  Pos  Bantuan  Pengadilan  Negeri  Serui  berdasarkan

Surat Penetapan  tanggal 5 Agustus 2019 Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru.

Memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

a. Surat  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  Nomor  Reg.Perk:  PDM-

16/KEP.YAPEN /07/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

----------  Bahwa ia  Terdakwa YUSUF GODLIEF  MARSHAL MAURI  Alias

UCU pada hari Minggu  tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIT atau

setidak-tidaknya antara bulan Maret tahun 2019 dan bulan April  2019 atau

setidak-tidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di Jalan Wahidin Sudiro

Husodo Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan

Yapen atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili
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perkara ini  telah  dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

merampas nyawa orang lain yaitu korban PAULINA YOWE, yang dilakukan

oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di  atas,

berawal ketika korban berjalan seorang diri  dari  arah Taman Odo Serui

menuju kearah Tugu Jam Serui di Jalan Hasanuddin Distrik Yapen Selatan

Kabupaten Kepulauan Yapen,  kemudian Terdakwa yang melihat  korban

seorang diri mengikuti korban dari belakang dengan menggunakan sepeda

motor Honda beat warna biru, selanjutnya Terdakwa menyalip korban dan

kemudian  memarkirkan  sepeda  motornya  dan  menunggu  kedatangan

korban yang mana Terdakwa menunggu korban di area Tugu Jam Serui

sambil memainkan pisau yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa.

Pada saat korban melewati Terdakwa, Terdakwa memanggil korban tetapi

korban tidak  menghiraukan panggilan  dari  Terdakwa.  Kemudian korban

masuk ke dalam taman yang berada di Jalan Wahidin Sudiro Husodo dan

dikejar oleh Terdakwa yang mana terdakwa memegang pisau, selanjutnya

terdakwa  menarik  tangan  dari  korban  tetapi  korban  menepis  tangan

terdakwa.  Karena  merasa  terabaikan  oleh  perilaku  korban,  Terdakwa

merasa emosi dan langsung membekap mulut korban dari belakang, dan

terdakwa langsung menikam korban berkali-kali  di  bagian dada korban.

Kemudian  setelah  menikam  korban,  terdakwa  langsung  menidurkan

korban dan memeriksa nafas dari korban yang mana pada saat itu nafas

korban  sudah  tidak  ada  kemudian  Terdakwa  menyeret  korban  kearah

semak-semak.   Kemudian  Terdakwa  merobek  pakaian  korban  dan

mencoba  untuk  mensetubuhi  korban  tetapi  tidak  jadi  dilakukan  oleh

Terdakwa. Kemudian karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang

kemudian  Terdakwa  mengiris  leher  dari  korban  dengan  menggunakan

pisau yang digunakan sebelumnya untuk menikam korban, karena bagian

leher  dari  korban  diiris  dengan  menggunakan  pisau  tetapi  tidak  putus

kemudian Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan

sepeda motor Honda beat warna biru dan mengambil sebilah parang dan

kemudian  kembali  ke  lokasi  dimana  korban  diletakan  oleh  Terdakwa.

Kemudian  Terdakwa  memotong  leher   korban  dengan  menggunakan

parang  setelah  itu  dengan  menggunakan  parang  yang  sama  terdakwa

memotong bagian lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kanan dan kiri,

siku  tangan  kanan  dan  kiri,  pergelangan  tangan  kiri  dan  kanan,  bahu

kanan  dan  kiri.  Kemudian  Terdakwa  membalikan  tubuh  korban  dan

menyayat bagian perut kemudian memotong bagian perut.
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- Bahwa  setelah  memotong-motong  tubuh  korban,  kemudian

Terdakwa  pergi  meninggalkan  korban  dan  membeli  kantong  plastik.

Setelah  mendapatkan  kantong  plastik  terdakwa  kembali  ke  tempat

terdakwa meninggalkan korban.  Kemudian memasukan potongan tubuh

korban  ke  dalam  4  (empat)  kantong  plastik.  Kemudian  terdakwa

bermaksud  untuk  menghilangkan  jejak,  terdakwa membuang  4  (empat)

kantong plastik tersebut di tempat yang berbeda.

- Bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  Nomor  :

445.9/VER/036/RS /2019 pada tanggal  04 April 2019 dari  Rumah Sakit

Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah

jabatannya  oleh  dr.  Jerry  D.  Bukarakombang,  yang  menyatakan  hasil

pemeriksaannya terhadap PAULINA YOWE adalah :

Hasil pemeriksaan:

1. Jenasah tiba di kamar mayat RSUD Serui jam 09.00 WIT.

Diantar keruang jenasah menggunakan satu kantong plastik sampah

berwarna hitam dan dua kantong jenasah dari Kepolisian bertuliskan

Forensik.

a. Kantong pertama kantong plastik  hitam terdapat penggalan

tubuh korban terdiri dari :

1. Sepasang kaki kiri dan kanan (telapak kaki)

2. Lengan kiri dan kanan atas

3. Lengan kiri dan kanan bawah

4. Tangan kiri dan kanan

5. Kepala 

b. Kantong kedua warna orange beridi :

1. Tubuh  bagian  bawah  tampak paha kiri dan kanan.  Pada

paha kiri dan panggul  kiri tampak  luka  sayat dengan ukuran

berfariasi berjumlan sembilan sayatan.

c. Kantong ketiga warna orange berisi :

1. Terdapat  bagian leher koma dada koma perut bagian atas

koma terdapat  luka  tiga  tuka  tusuk  pada  rusuk sebelah  kiri

pada   pertengahan  dada  koma   luka   tusuk    pada   dada

sebelah  kiri  koma  luka  tusuk  pada  rusuk  sebelah  kiri.

d. Kantong keempat warna hitam berisi :

1. Betis kaki kiri dan kanan

2. Pada betis kaki kiri terdapat tujuh luka sayatan

3. Pada betis kaki kanan terdapat empat luka sayatan

4. Pada kaki kiri terdapat gelang kaki yang terbuat dari tali..

Kesimpulan :
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Telah diidentifikasi  jenasah seorang perempuan korban mutilasi  dimana

semua bagian tubuh telah ditemukan lengkap.

- Berdasarkan  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor  :  445.9/KK-

092/RS/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah

Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh

dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 01

April  2019 kira-kira  12  jam  setelah  ditemukan  telah  meninggal dunia

seorang perempuan bernama Nn. PAULINA YOWE.

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP.----

ATAU

KEDUA

----------  Bahwa ia  Terdakwa YUSUF GODLIEF  MARSHAL MAURI  Alias

UCU pada hari Minggu  tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIT atau

setidak-tidaknya antara bulan Maret tahun 2019 dan bulan April  2019 atau

setidak-tidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di Jalan Wahidin Sudiro

Husodo Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan

Yapen atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkara ini telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban

PAULINA  YOWE,  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  dengan  cara  sebagai

berikut :---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di  atas,

berawal ketika korban berjalan seorang diri  dari  arah Taman Odo Serui

menuju kearah Tugu Jam Serui di Jalan Hasanuddin Distrik Yapen Selatan

Kabupaten Kepulauan Yapen,  kemudian Terdakwa yang melihat  korban

seorang diri mengikuti korban dari belakang dengan menggunakan sepeda

motor Honda beat warna biru, selanjutnya Terdakwa menyalip korban dan

kemudian  memarkirkan  sepeda  motornya  dan  menunggu  kedatangan

korban yang mana Terdakwa menunggu korban di area Tugu Jam Serui

sambil memainkan pisau yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa.

Pada saat korban melewati Terdakwa, Terdakwa memanggil korban tetapi

korban tidak  menghiraukan panggilan  dari  Terdakwa.  Kemudian korban

masuk ke dalam taman yang berada di Jalan Wahidin Sudiro Husodo dan

dikejar oleh Terdakwa yang mana terdakwa memegang pisau, selanjutnya

terdakwa  menarik  tangan  dari  korban  tetapi  korban  menepis  tangan

terdakwa.  Karena  merasa  terabaikan  oleh  perilaku  korban,  Terdakwa

merasa emosi dan langsung membekap mulut korban dari belakang, dan

terdakwa langsung menikam korban berkali-kali  di  bagian dada korban.
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Kemudian  setelah  menikam  korban,  terdakwa  langsung  menidurkan

korban dan memeriksa nafas dari korban yang mana pada saat itu nafas

korban  sudah  tidak  ada  kemudian  Terdakwa  menyeret  korban  kearah

semak-semak.   Kemudian  Terdakwa  merobek  pakaian  korban  dan

mencoba  untuk  mensetubuhi  korban  tetapi  tidak  jadi  dilakukan  oleh

Terdakwa. Kemudian karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang

kemudian  Terdakwa  mengiris  leher  dari  korban  dengan  menggunakan

pisau yang digunakan sebelumnya untuk menikam korban, karena bagian

leher  dari  korban  diiris  dengan  menggunakan  pisau  tetapi  tidak  putus

kemudian Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan

sepeda motor Honda beat warna biru dan mengambil sebilah parang dan

kemudian  kembali  ke  lokasi  dimana  korban  diletakan  oleh  Terdakwa.

Kemudian  Terdakwa  memotong  leher   korban  dengan  menggunakan

parang  setelah  itu  dengan  menggunakan  parang  yang  sama  terdakwa

memotong bagian lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kanan dan kiri,

siku  tangan  kanan  dan  kiri,  pergelangan  tangan  kiri  dan  kanan,  bahu

kanan  dan  kiri.  Kemudian  Terdakwa  membalikan  tubuh  korban  dan

menyayat bagian perut kemudian memotong bagian perut.

- Bahwa  setelah  memotong-motong  tubuh  korban,  kemudian

Terdakwa  pergi  meninggalkan  korban  dan  membeli  kantong  plastik.

Setelah  mendapatkan  kantong  plastik  terdakwa  kembali  ke  tempat

terdakwa meninggalkan korban.  Kemudian memasukan potongan tubuh

korban  ke  dalam  4  (empat)  kantong  plastik.  Kemudian  terdakwa

bermaksud  untuk  menghilangkan  jejak,  terdakwa membuang  4  (empat)

kantong plastik tersebut di tempat yang berbeda.

- Bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  Nomor  :

445.9/VER/036/RS /2019 pada tanggal  04 April 2019 dari  Rumah Sakit

Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah

jabatannya  oleh  dr.  Jerry  D.  Bukarakombang,  yang  menyatakan  hasil

pemeriksaannya terhadap PAULINA YOWE adalah :

Hasil pemeriksaan:

1. Jenasah tiba di kamar mayat RSUD Serui jam 09.00 WIT.

Diantar keruang jenasah menggunakan satu kantong plastik sampah

berwarna hitam dan dua kantong jenasah dari Kepolisian bertuliskan

Forensik.

a. Kantong pertama kantong plastik  hitam terdapat penggalan

tubuh korban terdiri dari :

1. Sepasang kaki kiri dan kanan (telapak kaki)

2. Lengan kiri dan kanan atas
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3. Lengan kiri dan kanan bawah

4. Tangan kiri dan kanan

5. Kepala 

b. Kantong kedua warna orange beridi :

1. Tubuh  bagian  bawah  tampak paha kiri dan kanan.  Pada

paha kiri dan panggul  kiri tampak  luka  sayat dengan ukuran

berfariasi berjumlan sembilan sayatan.

c. Kantong ketiga warna orange berisi :

1. Terdapat  bagian leher koma dada koma perut bagian atas

koma terdapat  luka  tiga  tuka  tusuk  pada  rusuk sebelah  kiri

pada   pertengahan  dada  koma   luka   tusuk    pada   dada

sebelah  kiri  koma  luka  tusuk  pada  rusuk  sebelah  kiri.

d. Kantong keempat warna hitam berisi :

1. Betis kaki kiri dan kanan

2. Pada betis kaki kiri terdapat tujuh luka sayatan

3. Pada betis kaki kanan terdapat empat luka sayatan

4. Pada kaki kiri terdapat gelang kaki yang terbuat dari tali..

Kesimpulan :

Telah diidentifikasi  jenasah seorang perempuan korban mutilasi  dimana

semua bagian tubuh telah ditemukan lengkap.

- Berdasarkan  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor  :  445.9/KK-

092/RS/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah

Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh

dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 01

April  2019 kira-kira  12  jam  setelah  ditemukan  telah  meninggal dunia

seorang perempuan bernama Nn. PAULINA YOWE.

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP.----

ATAU

KETIGA

----------  Bahwa ia  Terdakwa YUSUF GODLIEF  MARSHAL MAURI  Alias

UCU pada hari Minggu  tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIT atau

setidak-tidaknya antara bulan Maret tahun 2019 dan bulan April  2019 atau

setidak-tidaknya masih pada tahun 2019 bertempat di Jalan Wahidin Sudiro

Husodo Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan

Yapen atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkara  ini  telah  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh

melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang
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mengakibatkan mati yaitu  terhadap  anak korban PAULINA YOWE,  yang

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di  atas,

berawal ketika korban berjalan seorang diri  dari  arah Taman Odo Serui

menuju kearah Tugu Jam Serui di Jalan Hasanuddin Distrik Yapen Selatan

Kabupaten Kepulauan Yapen,  kemudian Terdakwa yang melihat  korban

seorang diri mengikuti korban dari belakang dengan menggunakan sepeda

motor Honda beat warna biru, selanjutnya Terdakwa menyalip korban dan

kemudian  memarkirkan  sepeda  motornya  dan  menunggu  kedatangan

korban yang mana Terdakwa menunggu korban di area Tugu Jam Serui

sambil memainkan pisau yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa.

Pada saat korban melewati Terdakwa, Terdakwa memanggil korban tetapi

korban tidak  menghiraukan panggilan  dari  Terdakwa.  Kemudian korban

masuk ke dalam taman yang berada di Jalan Wahidin Sudiro Husodo dan

dikejar oleh Terdakwa yang mana terdakwa memegang pisau, selanjutnya

terdakwa  menarik  tangan  dari  korban  tetapi  korban  menepis  tangan

terdakwa.  Karena  merasa  terabaikan  oleh  perilaku  korban,  Terdakwa

merasa emosi dan langsung membekap mulut korban dari belakang, dan

terdakwa langsung menikam korban berkali-kali  di  bagian dada korban.

Kemudian  setelah  menikam  korban,  terdakwa  langsung  menidurkan

korban dan memeriksa nafas dari korban yang mana pada saat itu nafas

korban  sudah  tidak  ada  kemudian  Terdakwa  menyeret  korban  kearah

semak-semak.   Kemudian  Terdakwa  merobek  pakaian  korban  dan

mencoba  untuk  mensetubuhi  korban  tetapi  tidak  jadi  dilakukan  oleh

Terdakwa. Kemudian karena Terdakwa takut perbuatannya diketahui orang

kemudian  Terdakwa  mengiris  leher  dari  korban  dengan  menggunakan

pisau yang digunakan sebelumnya untuk menikam korban, karena bagian

leher  dari  korban  diiris  dengan  menggunakan  pisau  tetapi  tidak  putus

kemudian Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan

sepeda motor Honda beat warna biru dan mengambil sebilah parang dan

kemudian  kembali  ke  lokasi  dimana  korban  diletakan  oleh  Terdakwa.

Kemudian  Terdakwa  memotong  leher   korban  dengan  menggunakan

parang  setelah  itu  dengan  menggunakan  parang  yang  sama  terdakwa

memotong bagian lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kanan dan kiri,

siku  tangan  kanan  dan  kiri,  pergelangan  tangan  kiri  dan  kanan,  bahu

kanan  dan  kiri.  Kemudian  Terdakwa  membalikan  tubuh  korban  dan

menyayat bagian perut kemudian memotong bagian perut.

- Bahwa  setelah  memotong-motong  tubuh  korban,  kemudian

Terdakwa  pergi  meninggalkan  korban  dan  membeli  kantong  plastik.
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Setelah  mendapatkan  kantong  plastik  terdakwa  kembali  ke  tempat

terdakwa meninggalkan korban.  Kemudian memasukan potongan tubuh

korban  ke  dalam  4  (empat)  kantong  plastik.  Kemudian  terdakwa

bermaksud  untuk  menghilangkan  jejak,  terdakwa membuang  4  (empat)

kantong plastik tersebut di tempat yang berbeda.

- Bahwa  berdasarkan  Visum  Et  Repertum  Nomor  :

445.9/VER/036/RS /2019 pada tanggal  04 April 2019 dari  Rumah Sakit

Umum Daerah Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah

jabatannya  oleh  dr.  Jerry  D.  Bukarakombang,  yang  menyatakan  hasil

pemeriksaannya terhadap PAULINA YOWE adalah :

Hasil pemeriksaan:

1. Jenasah tiba di kamar mayat RSUD Serui jam 09.00 WIT.

Diantar keruang jenasah menggunakan satu kantong plastik sampah

berwarna hitam dan dua kantong jenasah dari Kepolisian bertuliskan

Forensik.

a. Kantong pertama kantong plastik  hitam terdapat penggalan

tubuh korban terdiri dari :

1. Sepasang kaki kiri dan kanan (telapak kaki)

2. Lengan kiri dan kanan atas

3. Lengan kiri dan kanan bawah

4. Tangan kiri dan kanan

5. Kepala 

b. Kantong kedua warna orange beridi :

1. Tubuh  bagian  bawah  tampak paha kiri dan kanan.  Pada

paha kiri dan panggul  kiri tampak  luka  sayat dengan ukuran

berfariasi berjumlan sembilan sayatan.

c. Kantong ketiga warna orange berisi :

1. Terdapat  bagian leher koma dada koma perut bagian atas

koma terdapat  luka  tiga  tuka  tusuk  pada  rusuk sebelah  kiri

pada   pertengahan  dada  koma   luka   tusuk    pada   dada

sebelah  kiri  koma  luka  tusuk  pada  rusuk  sebelah  kiri.

d. Kantong keempat warna hitam berisi :

1. Betis kaki kiri dan kanan

2. Pada betis kaki kiri terdapat tujuh luka sayatan

3. Pada betis kaki kanan terdapat empat luka sayatan

4. Pada kaki kiri terdapat gelang kaki yang terbuat dari tali..

Kesimpulan :

Telah diidentifikasi  jenasah seorang perempuan korban mutilasi  dimana

semua bagian tubuh telah ditemukan lengkap.
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- Berdasarkan  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor  :  445.9/KK-

092/RS/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah

Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh

dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 01

April  2019 kira-kira  12  jam  setelah  ditemukan  telah  meninggal dunia

seorang perempuan bernama Nn. PAULINA YOWE.

- Bahwa pada saat kejadian anak PAULINA YOWEI masih berumur

14 tahun, berdasarkan Surat Baptis dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya

yang menerangkan bahwa Paulina Yowe Lahir di Serui pada tanggal 09

Juli 2004.

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal  80  ayat  (1)  jo  Pasal  76C  UU  RI  Nomor  17  tahun  2016  tentang

Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002  tentang

Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.----

b. Tuntutan  pidana  Jaksa  Penuntut  Umum  Nomor  Reg.Perk. PDM-

16/KEP.YAPEN/07/2019,  tanggal  21  Desember  2019  yang pada  pokoknya

sebagai berikut:

1. Menyatakan  Terdakwa YUSUF GODLIEF  MARSHALL  MAURI

ALIAS  UCU  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah

melakukan Tindak Pidana “Pembunuhan Berencana”  sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal  340 KUHPidana sebagaimana termuat

dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  berupa  PIDANA

PENJARA selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangkan seluruhnya selama

terdakwa  berada  dalam  tahanan  sementara  dengan  perintah  agar

terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda dua jenis Matik Merk Honda Beat

warna  biru  putih  dengan  TNKB  PA  4627  LE  Atas  Nama  Pemilik

YULIANA M. PAISEI;

- 1  (satu)  lembar  STNK  Nomor  TNKB  PA 4627  LE  ATAS  NAMA

PEMILIK YULIANA M. PAISEI;

Dikembalikan kepada pemilik Yuliana M.Pasei;

- 1 (satu) buah Pisau dapur tanpa gagang berwarna putih perak;

- 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu warna coklat;

- 1 (satu) lembar baju kaos tanpa kerah JERSEY JERMAN warna

putih terdapat noda hitam dibaju bertuliskan DEUTSCHER FUSSBALL-

BUND
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- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu terdapat noda bertuliskan

BORN TO CHOOSE merk Big Up;

- 1  (satu)  lembar  celana  pendek  warna  Hitam  Merk  ENDEMICH

CLASSIC;

- 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai wadah potongan betis;

- 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai wadah potongan dada korban bagian atas;

- 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai wadah potongan isi badan bagian bawah sampai paha;

- 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai wadah potongan lengan atas dan bawah kiri dan kanan serta

telapak tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1  (satu)  buah  topi  berwarna  merah  terdapat  noda  darah  bagian

depan terdapat  logo NIKE dan bagian samping topi  terdapat  tulisan

NIKE;

- 1 (satu) pasang Sandal Jepit Merk SWALOW warna putih biru salah

satu putus;

- 1  (satu)  Lembar  Celana  Pendek  Warna  Coklat  Terdapat  Noda

Lumpur Dan Darah Yang Telah Sobek Pada beberapa Bagian;

- 1  (satu)  lembar  baju  kaos  warna  hitam  terdapat  rumbai-rumbai

terdapat noda lumpur yang telah sobek pada beberapa bagian;

- 1 (satu) buah gelang kaki terbuat dari benang;

- 1 (satu) Lembar Miniset yang telah sobek pada beberapa bagian;

Dikembalikan kepada orangtua saksi  korban Permenas Yowe Alias

Menas;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp

2.000,- (dua ribu rupiah);

c .Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,

dengan  alasan,  bahwa  tidak  ada  seorang  saksi  pun  yang  melihat  secara

langsung Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban;

d. Putusan  Pengadilan  Negeri  Serui  tanggal  10  Desember  2019 Nomor

50/Pid.B/2019/PN.Sru yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I
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1. Menyatakan Terdakwa YUSUF GODLIEF MARSHALL MAURI Alias UCU

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

“PEMBUNUHAN BERENCANA”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara

“SEUMUR HIDUP”; 

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

4. Menyatakan B  arang   B  ukti   berupa:  

 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda dua jenis Matik Merk Honda Beat

warna biru putih dengan TNKB PA 4627 LE Atas Nama Pemilik YULIANA

M. PAISEI;

 1  (satu)  lembar  STNK  Nomor  TNKB  PA 4627  LE  ATAS  NAMA

PEMILIK YULIANA M. PAISEI;

D  ikembalikan   YULIANA M. PASAI  ;

 1 (satu) buah Pisau dapur tanpa gagang berwarna putih perak;

 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu warna coklat;

 1 (satu) lembar baju kaos tanpa kerah JERSEY JERMAN warna

putih  terdapat  noda hitam dibaju bertuliskan DEUTSCHER FUSSBALL-

BUND;

 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu terdapat noda bertuliskan

BORN TO CHOOSE merk Big Up;

 1  (satu)  lembar  celana  pendek  warna  Hitam  Merk  ENDEMICH

CLASSIC;

 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai wadah potongan betis;

 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai wadah potongan dada korban bagian atas;

 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai wadah potongan isi badan bagian bawah sampai paha;

 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai  wadah potongan lengan atas  dan bawah kiri  dan kanan serta

telapak tangan;

Dirampas untuk   dimusnahkan  ; 

 1  (satu)  buah  topi  berwarna  merah  terdapat  noda  darah  bagian

depan terdapat logo NIKE dan bagian samping topi terdapat tulisan NIKE;

 1 (satu) pasang Sandal Jepit Merk SWALOW warna putih biru salah

satu putus;

 1  (satu)  Lembar  Celana  Pendek  Warna  Coklat  Terdapat  Noda

Lumpur Dan Darah Yang Telah Sobek Pada beberapa Bagian;
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 1  (satu)  lembar  baju  kaos  warna  hitam  terdapat  rumbai-rumbai

terdapat noda lumpur yang telah sobek pada beberapa bagian;

 1 (satu) buah gelang kaki terbuat dari benang;

 1 (satu) Lembar Miniset yang telah sobek pada beberapa bagian;

Dikembalikan kepada orang tua anak korban PARMENAS YOWE; 

5. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa sebesar Rp.  2.000,00

(dua ribu rupiah);

e  .Akta  Permintaan  Banding  Nomor  50/Akta  Pid  /2019/PN  Sru  atas  nama

Terdakwa  tertanggal  17  Desenber  2019  yang  menerangkan  bahwa  pada

tanggal  17  Desember  2019  Terdakwa melalui  Penasehat  Hukumnya  telah

menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui

Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sru tanggal  10 Desember 2019, dan permintaan

banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa

Penuntut  Umum  pada  tanggal  19  Desember  2019  dengan  Akta

Pemberitahuan  Permintaan  Banding  Nomor:   50/Pid.B/2019/PN  Sru  oleh

ANTON. Jurusita Pengadilan Negeri Seri;

d  .Relaas  Pemberitahuan  Mempelajari  Berkas Nomor 50/Pid.B/2019/PN  Sru

tanggal  30  Desember  2019 yang masing-masing bertanggal  30 Desember

2019, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum  telah diberi

kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Serui  dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal  30

Desember 2019;

Menimbang,  bahwa  putusan  Pengadilan  Negeri  Serui Nomor:

50/Pid.B/2019/PN  Sru diucapkan  pada  tanggal  10  Desember  2019  dengan

hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding

dari Terdakwa melalui  Penasehat  hukumnya   telah  diajukan pada tanggal  17

Desember 2019,  dengan demikian permintaan banding tersebut  telah diajukan

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

telah  ditentukan  oleh  Undang-undang,   oleh  karena  itu  permintaan  banding

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut,

Penasihat  hukum Terdakwa  telah mengajukan  Memori  Banding tertanggal  6

Januari 2019 dan atas  memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah

mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Januari 2019;

Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa di  dalam  memori

bandingnya tersebut  telah  mengajukan keberatan  dengan alasan-alasan pada

pokoknya sebagai berikut:
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Menimbang,  bahwa  keberatan  dalam  Memori  Banding yang diajukan

Penasehat  Hukum  Terdakwa  terdiri  dari  11  (sebelas)  halaman  yang  pada

pokoknya mengatakan  bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan

Tingkat Pertama telah salah dan keliru sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti

secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “Pembunuhan

berencana”,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang  terungkap  di

persidangan karena tidak terdapat fakta yang menyatakan Terdakwa melakukan

pembunuhan berencana terhadap saksi korban PAULINA YOWE;  

Menimbang,bahwa dalam Kontra Memorinya Jaksa Penuntut Umum  pada

pokoknya   mengemukakan  bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui dipandang

sudah tepat  olekh karena itu menolak permohonan banding terdakwa;

            Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan

pada  tingkat  banding  adalah  berkas  perkara  yang  diterima  dari  Pengadilan

Negeri yang terdiri  dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan

Negeri  beserta semua surat yang timbul di  sidang yang berhubungan dengan

perkara  itu  dan putusan Pengadilan  Negeri,  dan setelah  mempelajari  dengan

seksama  berkas  tersebut  dalam  perkara  ini  Pengadilan  Tinggi  berpendapat

sebagaimana terurai di bawah ini;

             Menimbang,  bahwa dalam putusannya Pengadilan  Negeri  telah

menyatakan  Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak  pidana  pembunuhan   berencana   sebagaimana  dakwaan  alternative

pertama yakni melanggar pasal 340 KUHP;

             Menimbang,  bahwa dalam hukum pidana seseorang baru dapat

dinyatakan melakukan perbuatan pembunuhan  yang direncanakan lebih dahulu

(berencana)   sebagaimana  diatur  dalam  pasal  340 KUHP jika  ada  unsur

perencanaan mengenai cara atau metode dalam pelaksanaan pembunuhan itu

dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan, dimana pelaku memiliki

waktu  untuk  berpikir  dengan  tenang   untuk  menerapkan  tindakan  untuk

membunuh  ;

           Menimbang,bahwa mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu  pada

dasarnya mengandung syarat sebagai berikut:

1. Memutuskan  kehendak dalam suasana  tenang,adalah pada saat

memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana

bathin yang tenang.Suasana  bathin yang tenang adalah tidak tergesa-

gesa  atau  tiba-tiba  ,tidak  dalam  keadaan  terpaksa  dan  emosi  yang

tinggi;

2. Ada  tenggang   waktu  yang  cukup  antara  sejak  timbulnya   atau

diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan kehendaknya itu.Waktu

yang cukup itu adalah relatif ,dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu
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tertentu ,melainkan bergantung  pada keadaan  atau kejadian kongkrit

yang berlaku (saat itu);

3. Pelaksanaan  pembunuhan  itu  dilakukan  dalam  suasana  bathin

yang  tenang,  maksudnya   suasana  hati  dalam  saat  melaksanakan

pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa ,amarah yang

tinggi ,rasa takut yang berlebihan……...dan sebagainya;

           Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan  sebagai

berikut;

- Bahwa  pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 18.30 WIT

Terdakwa bersama temannya yang bernama ZET AUPARAI di  depan SD

Impres telah minum minuman keras sebanyak 4(empat )  botol    dengan

harga Rp.40.000 (empat puluh ribu ) rupiah  yang dibeli secara baku tambah

(patungan); 

- Bahwa ,setelah minum Terdakwa pergi berpisah menuju ke STIE OG Serui

Jalan  Hasanudin  dengan  mengendari  motor  Honda  Beat  warna  putih

Nomor Polisi PA-4627-LE;

- Bahwa  sewaktu  dihalaman STIE  OG ,sekitar  jam 19.30  WIT Terdakwa

melihat Korban dari arah atas Taman ODO sedang berjalan kaki sendirian ;

- Bahwa ,saat korban tepatnya di jalan depannya kediaman Wakil Bupati,oleh

Terdakwa diikuti dari belakang dengan mengedarai sepeda motor ;

- Bahwa,sesampai di depan Apotik di Jalan Hasanudin ,Terdakwa mendahului

korban  dan  kemudian   parkir/berhenti  di  depan  warung  Basinggah  dan

mengambil pisau dari motornya lalu diselipkan dipinggangnya;

- Bahwa  ,saat  korban  belok  menuju  Jalan  Dr.Wahidin  Sudiro  Husodo

,Terdakwa  berteriak  kepada  korban  dengan  kata  kata”Sodara  lancikah”

maksudnya  /artinya  Terdakwa  mengajak  kepada  korban  untuk

bersetubuh/melakukan  hubungan  sex,akan  tetapi  oleh  korban   tidak

menoleh dan terus berjalan tidak menghiraukan ajakan terdakwa ;

- Bahwa  ,selanjutnya  Terdakwa  menghampiri  korban  langsung  memegang

tangan  korban  dengan  tangan  kanan  dengan  maksud  berkenalan  akan

tetapi korban tetap tidak menanggapi dan menepis tangan Terdakwa sampai

dua kali dan  saat itu korban dalam dalam keadaan  ketakutan  ;

- Bahwa ,selanjutnya Terdakwa menarik  korban ke Taman dekat  lapangan

futsal yang keadaannya saat itu  sepi dan saat Terdakwa akan menyetubuhi

korban dengan paksa ,korban berontak ,tidak mau dan melawan ;

- Bahwa ,oleh karena nafsu birahinya /nafsu syahwatnya sudah memuncak

ingin  menjetubuhi  korban  dan  korban  berontak  tidak  mau  melayani

keinginan Terdakwa dan melawan  , Terdakwa  lansung emosi dan  sangat

marah   lalu  Terdakwa  lansung  menutup/membungkan  mulut  korban  dan
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terus menikam korban dengan pisau yang telah dibawa sebelumnya yang

diselipkan  di pinggangnya  dengan berulang kali kearah tubuh korban dan

saat  korban ditikam sempat melawan dengan cara berontak ,akan tetapi

terdakwa  mengencangkan  bekapannya  sampai  korban  tidak  bergerak

lagi /meninggal;

- Bahwa,kemudian  Terdakwa  merebahkan  tubuh  korban  ketanah  lalu

menyeretnya  masuk  kedalam semak-semak  di  belakang  lapangan  futsal

dan selanjutnya Terdakwa menyobek celana ,baju dan membuka BH nya

sampai kondisi  korban dalam keadaan bugil  dan oleh terdakwa    korban

PAULINA YOWE yang sudah meninggal tersebut  dicabulinya dengan cara

menggunakan  tiga  jari  kiri  Terdakwa   memasukkannya  ke  dalam vagina

korban  PAULINA YOWE  yaitu  jari  manis,  jari  tengah  dan  jari  telunjuk,

kemudian  Terdakwa  meremas  payudara   korban  PAULINA YOWE,  dan

mengelus pantat korban.;

- Bahwa,  karena Terdakwa takut perbuatannya tersebut diketahui oleh orang

lain  maka,  Terdakwa  menggorok  leher  Anak  korban  PAULINA  YOWE

dengan  menggunakan  sebilah  pisau,  namun  oleh  karena  tidak  putus

kemudian  Terdakwa  pulang  kerumahnya  mengambil  parang  dan  dengan

menggunakan parang Terdakwa memotong motong bagian tubuh  korban

PAULINA YOWE menjadi 13 (tiga belas) bagian;

- Bahwa setelah memotong-motong tubuh korban, kemudian Terdakwa pergi

meninggalkan korban dan membeli kantong plastik. Setelah mendapatkan

kantong plastik terdakwa kembali ke tempat terdakwa meninggalkan korban.

Kemudian memasukan potongan tubuh korban ke dalam 4 (empat) kantong

plastik.  Kemudian  terdakwa  bermaksud  untuk  menghilangkan  jejak,

terdakwa  membuang  4  (empat)  kantong  plastik  tersebut  di  tempat  yang

berbeda.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/036/RS /2019

pada tanggal  04 April 2019 dari  Rumah Sakit  Umum Daerah Serui  yang

dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Jerry D.

Bukarakombang,  yang  menyatakan  hasil  pemeriksaannya  terhadap

PAULINA YOWE adalah :

Hasil pemeriksaan:

Jenasah tiba di kamar mayat RSUD Serui jam 09.00 WIT.

Diantar keruang jenasah menggunakan satu kantong plastik sampah

berwarna hitam dan dua kantong jenasah dari Kepolisian bertuliskan

Forensik.

a .Kantong pertama kantong plastik  hitam terdapat penggalan tubuh

korban terdiri dari :
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1.Sepasang kaki kiri dan kanan (telapak kaki)

2.Lengan kiri dan kanan atas

3.Lengan kiri dan kanan bawah

4.Tangan kiri dan kanan

5.Kepala 

b .Kantong kedua warna orange beridi :

1.Tubuh bagian  bawah  tampak paha kiri dan kanan.  Pada paha

kiri dan panggul  kiri tampak  luka  sayat dengan ukuran berfariasi

berjumlan sembilan sayatan.

                 c. Kantong ketiga warna orange berisi :

1.Terdapat  bagian leher koma dada koma perut bagian atas koma

terdapat  luka  tiga  tuka  tusuk  pada  rusuk sebelah  kiri pada

pertengahan dada koma  luka  tusuk   pada  dada  sebelah  kiri

koma  luka  tusuk  pada  rusuk  sebelah  kiri.

e. Kantong keempat warna hitam berisi :

1. Betis kaki kiri dan kanan

2. Pada betis kaki kiri terdapat tujuh luka sayatan

3. Pada betis kaki kanan terdapat empat luka sayatan

4. Pada kaki kiri terdapat gelang kaki yang terbuat dari tali..

Kesimpulan :

Telah diidentifikasi  jenasah seorang perempuan korban mutilasi  dimana

semua bagian tubuh telah ditemukan lengkap.

- Berdasarkan  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor  :  445.9/KK-

092/RS/2019 pada  tanggal  11  Juni 2019  dari  Rumah  Sakit  Umum

Daerah  Serui  yang  dibuat  dan  ditanda  tangani  mengingat  sumpah

jabatannya oleh dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan pada

hari  Senin tanggal  01  April  2019 kira-kira  12  jam setelah  ditemukan

telah  meninggal dunia seorang  perempuan bernama  Nn.  PAULINA

YOWE.

- Bahwa pada saat kejadian anak PAULINA YOWEI masih berumur 14 tahun,

berdasarkan  Surat  Baptis  dari  Gereja  Kristen  Injili  di  Irian  Jaya  yang

menerangkan bahwa Paulina Yowe Lahir di Serui pada tanggal 09 Juli 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi

berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut,kondisi

Terdakwa    masih  dalam   pengaruh  minuman  keras  yang  diminumnya

sebelumnya dan   karena sudah tidak bisa mengendalikan nafsu syahwatnya

untuk  menyetubui  korban  karena  mendapat  penolakan  dan  perlawanan  dari

korban Terdakwa menjadi sangat marah kepada korban lansung korban dibekap
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mulutnya  lalu terus ditusuk -tusuknya dada korban dengan sebilah pisau yang

sebelumnya dibawa dan diselipkan dipinggang Terdakwa sampai akhirnya korban

meninggal;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas   maka

menurut  Pengadilan  Tinggi  tidak  ada rencana lebih  dahulu ,  Terdakwa dalam

melakukan Pembunuhan terhadap korban PAULINA YOWE  dalam perkara a quo

karena saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam kondisi bathinya

yang  tidak tenang yaitu dalam kondisi yang sangat marah kepada korban karena

tidak dapat melampiaskan nafsu syahwatnya untuk menyetubuhi korban karena

mendapat  penolakan  dan  perlawanan  dari  korban  ,   sehingga  putusan

Pengadilan Negeri Serui tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan

berdasarkan pasal 241 KUHAP Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri

atau mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar Majelis

Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat

dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu

dipertimbangkan  lebih  lanjut  adalah  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  di  atas

Terdakwa  dapat  dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana

didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu

tindak pidana, maka  perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak

pidana yang didakwakan padanya ;

Menimbang,  bahwa  para  Terdakwa  oleh  Penuntut  Umum  didakwa

dengan bentuk dakwaaan alternatif, yaitu KESATU melanggar  Pasal 340 KUHP

atau KEDUA melanggar Pasal 338 KUHP  atau KETIGA melanggar Pasal 80 ayat

(1) jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan  Menjadi Undang-

Undang;

Menimbang,  bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif  tindak pidana

atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari

dakwaan-dakwaan  yang  termuat  dalam  surat  dakwaan  dan  konsekwensi

pembuktiannya  Hakim  dapat  langsung  memilih  dakwaan  mana  yang  akan

dipertimbangkan  tanpa  harus  mengikuti  urutannya,  namun  pilihan  tersebut

haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati  sebagaimana terungkap

dipersidangan;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  yang  terungkap  dipersidangan maka

menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut

adalah dakwaan  Alternatif KEDUA
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Menimbang,  bahwa  dalam  dakwaan  Alternatif  KEDUA didakwa

melanggar pasal 338  KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

2. Dengan Sengaja ;

3. Menghilangkan nyawa orang lain ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang,  bahwa  pada  dasarnya  kata  “Barang  Siapa”,  menunjuk

kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian

yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus

di jadikan Terdakwa dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa  terminologi kata “Barang siapa” sebagai siapa yang

harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat

diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; 

Menimbang,  bahwa  demikian,  manusia  sebagai  subyek  hukum  telah

dengan  sendirinya  ada  kemampuan  bertanggungjawab,  kecuali  secara  tegas

Undang-Undang menentukan lain ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi

keterangan  Tedakwa  dan  pembenaran  Terdakwa  terhadap  pemeriksaan

identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tertuang dalam Berita  Acara

sidang  dalam  perkara  ini,  bahwa  benar  yang  sedang  diadili  di  depan

persidangan perkara ini adalah Terdakwa YUSUF GODLIEF MARSHALL MAURI

Alias UCU, maka dengan demikian menurut Majelis unsur :barang siapa” telah

terbukti dalam perkara ini ;  

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.  

Menimbang,  bahwa sekarang  Majelis  akan  mempertimbangkan  unsur

“dengan sengaja” ; 

Menimbang,  bahwa  pembentuk  undang-undang  sendiri  dalam  KUHP

tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja atau

opzet. Prof.  Von Hattun menyatakan opzet adalah kehendak untuk melakukan

atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti  yang dilarang atau diharuskan

dalam undang-undang ; 

Menimbang, bahwa menurut memori von toelicting (MvT) bahwa yang

dimaksud dengan sengaja atau opzet  itu adalah bahwa Pelaku/Terdakwa harus

menghendaki  (willen)  melakukan perbuatan tersebut  dan juga harus  mengerti

akan akibat dari perbuatannya tersebut ; 

Menimbang,  bahwa  menurut  doktrin  pengertian  opzet  ini  telah

dikembangkan dalam beberapa teori yaitu : 
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1. Teori  kehendak (wills  theori)  dari  Von Hippel  mengatakan bahwa

opzet itu sebagai “de will atau kehendak dengan alasan karena tingkah

laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana

kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale

opzet)  yang  kesemuanya  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  oleh

Undang-undang ; 

2. Teori Bayangan / pengetahuan (vorstellings theory) dari Frank dan

teori Praduga / teori perkiraan atau (waarschijnljkheids theory) dari Prof.

Von  Bummelen  dan  Pompe  yang  mengatakan  bahwa  perbuatan  itu

memang dikehendaki pembuat akan tetapi akibat dari pada perbuatan

tersebut  paling  jauh  hanyalah  dapat  diharapkan  akan  terjadi  oleh

Pembuat,  setidaknya masalah tersebut  akan dapat  dibayangkan akan

terjadi oleh Pembuat ; 

Menimbang, bahwa berdasar Putusan mahkamah Agung RI No. 1295

K/Pid/1985  tanggal  2  Januari  1986  bahwasanya  Unsur  Kesengajaan  dapat

dibuktikan  dengan  alat  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana

tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat itu ; 

Menimbang,  bahwa ditinjau  dari  corak atau bentuknya,  menurut  Prof.

Von Hammel, dikenal Tiga bentuk dari opzet, yaitu :   

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH berorintasi adanya perbuatan

yang  dikehendaki  dan  dimaksud  oleh  pembuat  pada  delik  formil,

sedangkan pada delik materiil berorintasi pada akibat itu dikehendaki

dan dimaksud oleh Pembuat ; 

Sedangkan  menurut  Prof.  Vos  mengartikan  :  Kesengajaan  sebagai

maksud”  apabila  si  Pembuat  (dader)  menghendaki  akibat  dari

perbuatannya ; 

- Kesengajaan  sebagai  Kepastian  atau  keharusan  (opzet  bij

zekerheid bewustzijn)

Menurut Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH apabila si pelaku dengan

perbuatannya  tidak  bertjuan  untuk  mencapai  akibat  yang  menjadi

dasar  dari  delict,  tetapi  ia  tahu  benar  bahwa  akibat  itu  pasti  akan

mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi teori kehendak (wills theorie)

menganggap akibat  tersebut  juga dikehendaki  oleh si  Pelaku,  maka

kini juga ada kesengajaan ;    

- Kesengajaan  sebagai  kesadaran  akan  kemungkinan  (opzet  bij

mogelijkkheids bewustzij)  
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Pada  dasarnya  bentuk  kesengajaan  itu  timbul  apabila  seseorang

melakukan  sesuatu  perbuatan  dan  menimbulkan  sesuatu  akibat

tertentu.  Dalam  hal  ini  orang  tersebut  mempunyai  opzet  sebagai

tujuan,  akan  tetapi  ia  insyaf  guna  mencapai  maksudnya  itu

Kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam

dengan hukuman oleh undang-undang ;    

Menimbang,  bahwa  terhadap  hal  tersebut,  sekarang  Majelis  akan

meneliti,  mengkaji dan mendiskripsikan dan memperhubungkan unsur “dengan

sengaja” melalui fakta-fakta dan yang terungkap dipersidangan ; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dari  pemeriksaan

dipersidangan sebagai berikut : 

bahwa  pada  saat  ajakan  Terdakwa  untuk  bersetubuh  ditolak  oleh  korban,

selanjutnya Terdakwa  menarik tangan korban, namun saat itu korban menepis

tangan  Terdakwa.  Hal  tersebut  diulang  sebanyak  2  (dua)  kali  oleh  Korban,

sehingga  membuat  Terdakwa  marah  serta  emosi  dan  saat  itu  dengan

menggunakan  tangan  kanannya  Terdakwa menarik  tangan  kiri  korban  secara

paksa menuju ke taman belakang lapangan futsal dan kemudian dalam posisi

sama-sama berdiri, Terdakwa dari arah belakang korban dengan menggunakan

tangan  kirinya  menutup  mulut  korban,  sedangkan  tangan  kanan  Terdakwa

mengambil pisau yang diselipkan Terdakwa pada pinggang kirinya, selanjutnya

menikam korban berkali-kali, walaupun saat itu korban sempat merontak tetapi

Terdakwa semakin  mengencankan  tangan  kiri  Terdakwa yang  menutup  mulut

korban  dan  setelah  korban  tidak  bergerak  lagi,  kemudian  tubuh  korban

direbahkan ketanah oleh Terdakwa. Dan selanjutnya oleh karena Terdakwa takut

perbuatannya  tersebut  diketahui  oleh  orang  lain  maka,  Terdakwa  menggorok

leher korban dengan menggunakan sebilah pisau, namun oleh karena tidak putus

kemudian  Terdakwa  pulang  kerumahnya  mengambil  parang  dan  dengan

menggunakan parang Terdakwa memotong motong bagian tubuh korban menjadi

13 (tiga belas) bagian;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut,  Majelis

berpendapat  adanya  rangkaian perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  terhadap

korban yaitu peritiwa pembekapan mulut korban dan penusukan  yang dilakukan

berulang ulang dengan mengunakan sebilah pisau kedada korban,  perbuatan

tersebut dilakukan Terdakwa ,karena terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan

nafsu syahwatnya untuk  menyetubuhi korban, ditolak dan mendapat perlawanan

dari korban,  Terdakwa langsung emosi yang tidak terkendali lagi   sangat marah

kepada  korban  lansung  korban  dibekap  mulutnya    terus  ditusuk  -tusuknya
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kearah  dada  korban  dengan  sebilah  pisau  yang  sebelumnya  dibawa  dan

diselipkan dipinggang Terdakwa sampai akhirnya korban meninggal;

  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  rangkaian  tersebut  di  atas

perbuatan  Terdakwa  tersebut  menurut  Majelis  merupakan  pelaksanaan

kehendaknya  (de  will)  serta  setidaknya  Terdakwa  mengerti  (weten)  bahwa

dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang-kurangnya

dapat  membahayakan  /  membayangkan  bahwa  akibat  itu  akan  terjadi,  yaitu

matinya korban  PAULINA YOWE ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

menurut hemat Majelis unsur Ad. 2 “Dengan sengaja” telah terbukti secara sah

dan meyakinkan menurut hukum ; 

Ad. 3 “Menghilangkan Nyawa Orang lain”  

Menimbang, bahwa  berdasarkan fakta tersebut diatas yaitu dengan

perbuatan  Terdakwa  YUSUF  GODLIEF  MARSHALL  MAURI  Alias  UCU

menutup/membungkan mulut korban dan  terus menikam korban dengan pisau

yang  telah  dibawa  sebelumnya  yang  diselipkan   di  pinggangnya   dengan

berulang  kali  kearah  dada  tubuh  korban  dan  saat  korban  ditikam  sempat

melawan  dengan  cara  berontak  ,akan  tetapi  terdakwa  mengencangkan

bekapannya sampai korban tidak bergerak lagi /meninggal ,,kemudian Terdakwa

merebahkan  tubuh korban  ketanah  lalu  menyeretnya masuk kedalam semak-

semak  di  belakang  lapangan  futsal  dan  selanjutnya Terdakwa  menyobek

celana ,baju dan membuka BH nya sampai kondisi korban dalam keadaan bugil

dan oleh terdakwa   korban yang sudah meninggal tersebut  dicabulinya dengan

cara  menggunakan tiga  jari  kiri  Terdakwa   memasukkannya  ke  dalam vagina

korban  yaitu  jari  manis,  jari  tengah  dan  jari  telunjuk,  kemudian  Terdakwa

meremas payudara  korban, dan  mengelus pantat korban.;

- Bahwa,  karena Terdakwa takut perbuatannya tersebut diketahui oleh orang

lain maka, Terdakwa menggorok leher korban dengan menggunakan sebilah

pisau, namun oleh karena tidak putus kemudian Terdakwa pulang kerumahnya

mengambil  parang dan dengan menggunakan parang Terdakwa memotong

motong bagian tubuh  korban menjadi 13 (tiga belas) bagian;

- Bahwa setelah  memotong-motong  tubuh  korban,  kemudian  Terdakwa pergi

meninggalkan  korban  dan  membeli  kantong  plastik.  Setelah  mendapatkan

kantong plastik terdakwa kembali ke tempat terdakwa meninggalkan korban.

Kemudian memasukan potongan tubuh korban ke dalam 4 (empat) kantong
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plastik. Kemudian terdakwa bermaksud untuk menghilangkan jejak, terdakwa

membuang 4 (empat) kantong plastik tersebut di tempat yang berbeda.

- Bahwa berdasarkan  Visum Et  Repertum Nomor  :  445.9/VER/036/RS /2019

pada tanggal 04 April 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang dibuat

dan  ditanda  tangani  mengingat  sumpah  jabatannya  oleh  dr.  Jerry  D.

Bukarakombang, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap PAULINA

YOWE adalah :

Hasil pemeriksaan:

Jenasah tiba di kamar mayat RSUD Serui jam 09.00 WIT.

Diantar  keruang  jenasah  menggunakan  satu  kantong  plastik  sampah

berwarna  hitam  dan  dua  kantong  jenasah  dari  Kepolisian  bertuliskan

Forensik.

a .Kantong pertama kantong plastik  hitam terdapat penggalan tubuh  korban

terdiri dari :

1.Sepasang kaki kiri dan kanan (telapak kaki)

2.Lengan kiri dan kanan atas

3.Lengan kiri dan kanan bawah

4.Tangan kiri dan kanan

5.Kepala 

b .Kantong kedua warna orange beridi :

1.Tubuh bagian  bawah  tampak paha kiri dan kanan.  Pada paha kiri dan

panggul  kiri  tampak  luka  sayat dengan ukuran berfariasi  berjumlan

sembilan sayatan.

c. Kantong ketiga warna orange berisi :

1.Terdapat  bagian leher koma dada koma perut bagian atas koma terdapat

luka  tiga  tuka  tusuk  pada  rusuk sebelah  kiri pada  pertengahan dada

koma  luka  tusuk   pada  dada  sebelah  kiri  koma  luka  tusuk  pada

rusuk  sebelah  kiri.

d. Kantong keempat warna hitam berisi :

1. Betis kaki kiri dan kanan

2. Pada betis kaki kiri terdapat tujuh luka sayatan

3. Pada betis kaki kanan terdapat empat luka sayatan

4. Pada kaki kiri terdapat gelang kaki yang terbuat dari tali..

Kesimpulan :

Telah diidentifikasi  jenasah seorang perempuan korban mutilasi  dimana

semua bagian tubuh telah ditemukan lengkap.

- Berdasarkan  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor  :  445.9/KK-

092/RS/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah
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Serui yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh

dr. Jerry D. Bukarakombang, yang menyatakan pada hari Senin tanggal 01

April  2019 kira-kira  12  jam  setelah  ditemukan  telah  meninggal dunia

seorang perempuan bernama Nn. PAULINA YOWE , maka Majelis Hakiim

Pengadilan Tinggi berkeyakinan unsur Ad.3 tentang menghilangkan nyawa

orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; 

Menimbang,  bahwa  dari  seluruh  uraian  pertimbangan  unsur-unsur  di

atas jelas terlihat perbuatan  Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak

pidana yang didakwakan kepadanya, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

berkesimpulan bahwa   Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana

yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Alternatif  KEDUA telah

dinyatakan  terpenuhi,  maka  alasan  permintaan  banding  yang  diajukan  oleh

Penasihat  Hukum Terdakwa  dalam hal  ini  sebagaimana  yang termuat dalam

memori  banding   ditolak  dan  kontra  memori  Banding  Jaksa  Penunutut  perlu

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis

tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana

terhadap  diri   Terdakwa  baik  merupakan  alasan  pembenar  maupun  alasan

pemaaf.  Dengan  demikian  Majelis  berkesimpulan  para  Terdakwa  mampu

bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka  tindak  pidana  yang  telah  terbukti  mereka  lakukan  tersebut  haruslah

dipertanggung  jawabkan kepadanya,  karenanya  cukup  beralasan bagi  Majelis

untuk  menyatakan   Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah

melakukan  tindak  pidana   “  Pembunuhan  “  sebagaimana  didakwakan  dalam

dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena   Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti

bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP

para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan

kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-

hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sangatlah meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sangat kejam dan sadis serta tidak

berperikemanusiaan; 

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang sangat mendalam terhadap

kedua orang tua dan keluarga besar Anak korban PAULINA YOWE;

- Terdakwa tidak menyesali akan perbuatannya
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Hal – hal yang meringankan: 

Tidak ada; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa

telah  dikenakan  penangkapan  dan  penahanan,  disamping  itu  Majelis  tidak

menemukan  alasan  untuk  tidak  mengurangkan  masa  penangkapan  dan

penahanan  tersebut  maka,  berdasarkan  pasal  22  ayat  4  KUHAP  masa

penangkapan  dan  penahanan  tersebut  haruslah  dikurangkan  seluruhnya  dari

pidana yang dijatuhkan;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  diri

para  Terdakwa  akan  melebihi  dari  masa  penahanan  yang  telah  dijalaninya,

disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para

Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197

ayat  1  huruf  k  KUHAP perlu  diperintahkan  agar  para  Terdakwa  tetap  dalam

tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada

daftar  barang  bukti  dalam  berkas  perkara  ini   akan  ditentukan  dalam  amar

putusan 

Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan

dijatuhi  pidana dan sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada para

Terdakwa  haruslah  dibebankan  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  kedua

tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  serta Peraturan

Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

 Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 50 /Pid.B/2019/PN

Sru, tanggal 10 Desember 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa  YUSUF  GODLIEF  MARSHALL  MAURI

tersebut  diatas  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah

melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri  Terdakwa berupa

pidana penjara  selama  15 (lima belas ) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan   Terdakwa tetap dalam tahanan;
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5. Menetapkan barang bukti berupa:

 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda dua jenis Matik Merk Honda Beat

warna  biru  putih  dengan  TNKB  PA 4627  LE  Atas  Nama  Pemilik

YULIANA M. PAISEI;

 1  (satu)  lembar  STNK  Nomor  TNKB  PA 4627  LE  ATAS  NAMA

PEMILIK YULIANA M. PAISEI;

Dikembalikan YULIANA M. PASAI;

 1 (satu) buah Pisau dapur tanpa gagang berwarna putih perak;

 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu warna coklat;

 1 (satu) lembar baju kaos tanpa kerah JERSEY JERMAN warna

putih  terdapat  noda  hitam  dibaju  bertuliskan  DEUTSCHER

FUSSBALL-BUND;

 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu terdapat noda bertuliskan

BORN TO CHOOSE merk Big Up;

 1  (satu)  lembar  celana  pendek  warna  Hitam  Merk  ENDEMICH

CLASSIC;

 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai wadah potongan betis;

 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai wadah potongan dada korban bagian atas;

 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai wadah potongan isi badan bagian bawah sampai paha;

 1  (satu)  lembar  kantong  kresek  warna  hitam  yang  telah  sobek

sebagai wadah potongan lengan atas dan bawah kiri dan kanan serta

telapak tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan; 

 1  (satu)  buah  topi  berwarna  merah  terdapat  noda  darah  bagian

depan terdapat logo NIKE dan bagian samping topi terdapat tulisan NIKE;

 1 (satu) pasang Sandal Jepit Merk SWALOW warna putih biru salah

satu putus;

 1  (satu)  Lembar  Celana  Pendek  Warna  Coklat  Terdapat  Noda

Lumpur Dan Darah Yang Telah Sobek Pada beberapa Bagian;

 1  (satu)  lembar  baju  kaos  warna  hitam  terdapat  rumbai-rumbai

terdapat noda lumpur yang telah sobek pada beberapa bagian;

 1 (satu) buah gelang kaki terbuat dari benang;

 1 (satu) Lembar Miniset yang telah sobek pada beberapa bagian;

Dikembalikan kepada orang tua anak korban PARMENAS YOWE; 
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6.  Membebankan biaya  perkara  kepada   Terdakwa dalam  kedua tingkat

peradilan, dan masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu  rupiah);

  

Demikian  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari  Kamis  , tanggal 20 Februari 2020, oleh

kami       BOEDI SOESANTO,S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HARI

TRI  HADIYANTO,S.H.,M.H., dan  SUPOMO,S.H.,M.H.,  sebagai  Hakim-Hakim

Anggota  Majelis,  putusan  mana  pada  hari  Kamis  ,tanggal  27  Februari  2020

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan dihadiri  Hakim-Hakim Anggota,  serta USMANY PIETER,S.H.  Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

            Hakim Anggota                                                   Hakim Ketua

                    Ttd.                                                                       Ttd.

HARI TRI HADIYANTO,S.H.,M.H.                          BOEDI SOESANTO,S.H.

                    Ttd.

         SUPOMO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

USMANY PIETER,S.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005
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A. Data Pribadi 

Nama : Fiddy Yeni Alfianti 

NIM : S20184066 

Tempat/Tanggal Lahir : Jember/ 22 Juli 1999 

Alamat : Dusun Kresek RT 001/ RW 006 Desa  

 Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten 

Jember 

Fakultas : Syariah 

Program Studi : Hukum Pidana Islam 

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad  

 Siddiq Jember  

No. Hp/ WA : 089630545619 

B. Riwayat Pendidikan Formal  

- TK Dharma Wanita Ajung (Lulus Tahun 2006) 

- SD Negeri Ajung 03 (Lulus Tahun 2012) 

- SMP Negeri 6 Jember (Lulus Tahun 2015) 

- SMA Negeri 1 Arjasa (Lulus Tahun 2018) 

- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018 – Sekarang) 
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